BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hernando de Soto dalam bukunya The Mystery of Capital  seperti dikutip oleh Agustianto,
 menggambarkan betapa besarnya sektor ekonomi informal dalam memainkan perannya pada aktivitas ekonomi di negara berkembang. Ia juga mensinyalir keterpurukan ekonomi di negara berkembang disebabkan ketidakmampuan negara untuk menumbuhkan lembaga permodalan yang khas bagi masyarakatnya yang mayoritas pengusaha kecil atau mikro. 
Pernyataan ini semakin menemukan momentumnya ketika melihat kondisi bangsa Indonesia, menurut data Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) tahun 2009, bahwa 99.9% atau 44.6 juta unit usaha di Indonesia adalah usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) dan menjadi penopang  utama perekonomian Indonesia, 96,77% kesempatan kerja disediakan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan hanya 3,23% yang disediakan oleh usaha skala besar,  54,2% Produk Domestik Brutto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh  kelompok usaha kecil menengah. Kenyataan  lain yang di  hadapi adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) atau dana tabungan yang disalurkan sebagai kredit secara nasional hanya berkisar 50%, sisanya oleh perbankan disimpan di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indoneia (SBI) 
 yang tanpa susah payah dan tanpa resiko bank akan memperoleh pendapatan berupa bunga. 
Bila ditinjau dari segi dana yang disalurkan oleh  perbankan, tidak kalah memprihatinkan,  komposisi dalam penyaluran dananya  antara lain :  sebesar 33,5% untuk usaha yang beraset Rp 5 (lima) milyar ke atas ,  31% untuk usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta hingga  Rp. 5 milyar, 21% untuk usaha dengan aset   Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 juta, sisanya 14,5% untuk usaha dengan nilai aset sebesar  nol hingga Rp. 50 juta yang sering kita sebut mikro.  Kesimpulannya adalah   entitas pengusaha yang berjumlah  99,9% hanya mendapatkan fasilitas pendanaan  sebesar 14,5% dari dunia perbankan nasional.

Kondisi ini merupakan sebuah permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama Indonesia dengan entitas bisnis terbesar merupakan sektor usaha kecil dan menengah dan mayoritas bersifat informal. Di sisi lain setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sektor informal dipandang sebagai sektor baru yang mampu mengatasi masalah-masalah pengangguran yang tidak mampu disediakan oleh sektor formal. Sektor informal  dianggap telah turut serta dalam menanggulangi masalah nasional yang besar, yakni pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya perkotaan,
  hal ini dikarenakan usaha mikro di sektor informal merupakan sektor ekonomi yang paling mudah untuk dimasuki dan hampir tidak ada persyaratan dan kendala tertentu, dan pertumbuhan permintaan kerja lebih kecil dibanding lapangan kerja tersedia, sehingga sektor informal hampir selalu dapat menampung tenaga kerja.

Peran faktor eksternal seperti lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan lainnya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan pengusaha kecil yang tangguh dan mandiri dalam mengembangkan serta meningkatkan produktifitas usahanya. Hal ini dibutuhkan agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang lebih baik selaras dengan perkembangan pembangunan yang dinamis. Selama ini, peran lembaga keuangan khususnya perbankan, belum begitu mampu menjangkau sektor  usaha mikro, apalagi sektor usaha kecil yang bersifat informal. Hal ini tidak terlepas dari produk yang tersedia pada perbankan nasional yang tidak sesuai dengan kondisi para pengusaha ini. Umumnya lembaga perbankan beranggapan bahwa sektor usaha ini memiliki kecenderungan tidak memiliki persyaratan yang memadai, tidak memiliki agunan yang cukup sebagai salah satu kewajiban dalam pemberian modal usaha, biaya transaksi terlalu mahal, dan lokasi kelompok usaha ini cenderung tidak jelas. Sehingga dunia perbankan enggan melirik sektor ini.
 
Keengganan dari lembaga perbankan dalam menyediakan permodalan bagi pengusaha sektor informal ini, menjadikan mereka sasaran para rentenir yang sebenarnya justru sangat memberatkan, di samping itu rendahnya akses usaha mikro terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan menyebabkan sektor ini sulit untuk berkembang dan bersaing.  Oleh karena itu, salah satu yang di harapkan dapat menjadi sumber  permodalan dan pembinaan terhadap sektor usaha mikro dan cenderung bersifat informal ini adalah lembaga keuangan mikro (micro finance) termasuk didalamnya lembaga kuangan mikro syariah yang akhir-akhir ini semakin berkembang.
 
Di Indonesia lembaga keuangan mikro dan lembaga kuangan mikro syariah saat ini berkembang cukup baik, hal ini ditandai dengan bermunculan lembaga keuangan mikro dan  lembaga mikro syariah, lembaga keuangan mikro yang muncul juga beragam bentuk, ada dalam bentuk lembaga keuangan bank, seperti  Mega Mitra Syariah dari Bank Mega, Teras BRI, Mikro Laju dari CIMB Niaga, Mitra Usaha dari Bank Mandiri, dan ada pula lembaga keuangan mikro dalam bentuk non bank  seperti  BMT (Baitul Maal Wat Tamwi,
 yang banyak berkembang saat ini, dan juga dianggap sebagai salah satu alternatif sumber permodalan bagi masyrakat.  
Secara terminologi, Baitul Maal Wat Tamwi (BMT)
 adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dengan tujuan untuk mendukunng kegiatan usaha masyarakat bawah dan kecil yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
 Berbeda dengan program Micro Finance beroperasi secara konvensional, lembaga keuangan mikro syariah  memiliki keistimewaan tersendiri,  sejatinya BMT tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan mikro yang berorientasi bisnis, BMT juga memiliki fungsi lain yang bersifat sosial, tanggung jawab yang diemban oleh BMT akan lebih luas dibanding dengan lembaga keuangan mikro lainnya, karena BMT disamping berfungsi sebagai lembaga bisnis BMT juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Dimensi ini dapat kita pahami dari filosofi BMT yang terdiri dari Baitul Maal dan at-Tamwil. 
Baitul Maal yang berarti rumah harta merupakan fungsi sosial, dimana dalam konsep Islam pada masa sahabat dikatakan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga perbendaharaan negara yang sumber dananya antara lain dari zakat, Infak, sodaqoh, ganimah, hibah, wakaf rikaz, dan sebagainya.  Penyaluran  dana dari Baitul Maal ini juga telah diatur dalam Al-Quran yang salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dan kefakiran. Salah satu  pola yang dapat dilakukan melalui BMT dengan sumber dana ini  adalah dengan pemberian modal kerja tanpa membebankan biaya apa-apa, tanpa agunan, apalagi pembebanan bunga, karena memang tujuannya adalah sosial dan dalam hukum Islam orang yang ditugasi mengelola dana-dana ini tidak di izinkan mengambil keuntungan apapun, yang dalam bahasa bisnis Islamnya disebut Qard Hasan.
Dengan fungsi ini harapan akan  BMT berperan penting dalam mengembangkan usaha atau bahkan menciptakan peluang-peluang usaha yang ditujukan kepada mereka yang tidak memiliki akses modal ke lembaga keuangan resmi seperti perbankan. karena idealnya BMT memiliki otoritas ini.
Selanjutanya At-Tamwil  berarti mengoperasikan harta, artinya membuat harta berkembang, fungsi ini merupakan fungsi bisnis dari BMT, melalui fungsi ini BMT memiliki orientasi bisnis, yaitu bisnis yang dikelola secara profesional, berorientasi kepada profit (keuntungan) agar BMT sebagai lembaga keuangan juga dapat berkembang dan memberikan penghasilan kepada orang-orang yang terkait dengan  BMT, fungsi ini sejatinya menjadi sumber pendapatan utama dari BMT. 
Di beberapa daerah di Indonesia BMT telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, image yang terbangun selama ini dari BMT membuat lembaga keuangan mikro ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, tidak hanya kemudahan dalam prosedur, cepatnya pelayanan, tetapi sistem “jemput bola” yang diterapkan oleh para pengelola BMT menjadi nilai positif lainnya yang dimiliki oleh BMT di samping operasionalnya yang berbasis syariah.

Peluang-peluang yang dimiliki oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah tersebut,  telah menarik perhatian bagi kalangan masyarakat muslim khususnya di Kota Bukittinggi untuk turut serta mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), di samping untuk meminimalkan keprihatinan yang sangat mendalam atas kesulitan yang dialami oleh para pedagang kecil yang cenderung informal dalam menyediakan modal untuk usaha, di mana selama ini para pedagang kecil tersebut memanfaatkan jasa pelepas uang (rentenir) yang jikalau dihitung justru sangat memberatkan bagi para pedagang.

Kerisauan dengan kondisi memprihatinkan yang dialami oleh para pedagang kecil tersebut, telah mendorong tokoh-tokoh masyarakat khususnya Kota Bukittingi untuk  memunculkan solusi yang lebih adil dengan mendirikan lembaga keuangan alternatif  bagi masyarakat,  Hal tersebut terbukti dengan telah berdirinya beberapa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kota Bukittingi, hingga tahun 2012 telah berdiri sebanyak 8 unit Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
 yang tersebar di seluruh kota Bukittinggi, dari delapan unit BMT tersebut  baru  empat Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi, sementara empat BMT lainnya masih belum terdaftar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Tabel 1.1 :  Data Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbentuk BMT di Kota Bukittingi Per Januari 2012
	No
	Identitas Lembaga
	Tahun Berdiri
	Modal Awal

(Rp 000)
	Jumlah Pendiri
	Jumlah Nasabah

(hingga tahun 2012)
	Total Asset

Per Januari 2012

(Rp.000)

	1
	KJKS BMT Al Hijrah

Alamat :               Jl. Perintis Kemerdekaan  No.33 Bukiitinggi
	2006
	66.000
	68 Orang
	1221 Orang
	2, 013 Milyar

	2
	KJKS BMT Baitul Hasanah

Alamat : Komplek Pertokoan Bukittinggi Trade Centre, Bukittinggi
	2007
	15.000
	24 Orang
	180
	308.506 Juta

	3
	KJKS BMT Az-Hadi

Alamat :Jl. St. Syahrir No. 30 Simp. Tarok Bukittinggi Telp. (0752) 7001934
	2006
	27.000
	25 Orang
	201
	924.579 Juta

	4
	KJKS BMT  Al-Anshari

Alamat : Komplek Kantor Balai Kota Lama, Jl. Sudirman Bukittinggi
	2008
	185.580
	25 Orang / BAZ Kota Bukittinggi 
	680
	4,767. Milyar


Sumber:  Dinas Koperasi, Peridustrian dan Perdagangan kota Bukittinggi, wawancara langsung dengan Ka.Sub. 
                Koperasi,  Dinas Koperasi, Peridustrian dan Perdagangan kota Bukittinggi, Tanggal 10 Januari 2012. 

Sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan dan pembinaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah, lembaga keuangan mikro syariah berupa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) hadir di tengah masyarakat khususnya pengusaha mikro yang cenderung informal, dimaksudkan untuk menjadi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan permodalan dan pembinaan di bidang usaha, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dengan lebih profesional dan terhindar dari jebakan rentenir yang sering menyulitkan.
Potensi pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah  dipandang cukup besar, hal ini didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung program ini,  hal tersebut tentunya harus memiliki strategi pengembangan yang baik, juga harus memiliki analisis yang cukup, dalam arti kata pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) harus didukung oleh berbagai analisis yang tepat agar visi dan misi yang direncanakan dan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. 
Dari penelitian awal yang penulis lakukan ditemukan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) telah memiliki strategi pengembangan yang telah dijalankan antara lain penyediaan tenaga kerja yang berkualitas, penyediaan berbagai infrastruktur dan tekonlogi yang dibutuhkan dalam pelayanan, serta upaya-upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh BMT  dalam memperbaiki kualitas manajemen organisasi, hal tersebut terbukti dari penemuan awal penulis dimana terdapat Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mengalami perkembangan yang cukup baik, jika dilihat dari beberapa sisi seperti pertumbuhan  aset, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, jaringan pemasaran,  maupun kualitas  manajemen organisasi, namun ada juga yang tidak merasakan perkembangan sebagaimana yang diharapkan para pendiri.

Keberhasilan suatu lembaga sebenarnya sangat tergantung pada manajemen strategi,
 yang dimiliki lembaga tersebut. Karena dengan manajemen strategis yang baik, semua visi dan misi lembaga akan dapat diwujudkan dengan baik. Keberhasilan beberapa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang mengalami perkembangan yang cukup baik tidak terlepas dari penerapan strategi yang telah ditetapkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam operasionalnya, sedangkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang tidak menerapkan strategi atau bahkan tidak membuat perencanaan cenderung tidak berkembang dengan baik.
Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap strategi yang diterapkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Bukittinggi terkait dengan upaya pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tersebut,  dan salah  satu strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah melalui program analsis SWOT, analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing..  Analisa SWOT (Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman)) berguna untuk menganalisa faktor-faktor di dalam organisasi yang memberikan andil terhadap pengembangan,  kualitas pelayanan atau salah satu komponennya sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal

Berdasarkan kenyataan diatas, maka perlu rasanya dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul “Strategi Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil di  Kota Bukittinggi”
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Bukittinggi dengan menggunakan analisis SWOT, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, masalah utama tersebut dijabarkan dalam bentuk rumusan maslah yaitu: Bagaimanakah Strategi pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  di Kota Bukittinggi?

Agar tidak terjadi kerancuan dan meluasnya pembahasan, maka dalam penelitian ini dibatasi pada empat (4) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  Kota Bukittinggi  yaitu:  BMT Baitul Hasanah,  BMT Al-Hijrah, BMT Az-Hadi, dan BMT Al-Anshari. Penelitian ini dilakukan sejak Maret sampai dengan Juli 2012. 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimanakah  strategi pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Bukittinggi serta efektifitas strategi tersebut berdasarkan analisis SWOT.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi penulis yang mendalami bidang ekonomi Islam, khususnya terkait lembaga keuangan mikro syariah berbentuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sekaligus menjadi khazanah ilmiah dibidang ekonomi syariah.

2. Bahan masukan bagi para pengurus dan pengelola KJKS BMT pemerintah khususnya pemerintah Kota Bukittinggi  dalam pengembangan KJKS BMT di Kota Bukittinggi. 

D. Definisi Operasional

Agar  tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul proposal tesis yang berjudul “Strategi Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Bukittinggi” ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan defenisi operasional dan maksud dari judul penelitian ini.

1.   Strategi 

Kata “strategi”  dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti  rencana yang cermat mengenai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran khusus, Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan.
 Dengan demikian strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan demikian strategi dapat diartikan sebagai  alat yang digunakan untuk menciptakan keunggulan dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenangkan persaingan bisnis. Tanpa strategi dapat dipastikan perusahaan tidak akan mampu bersaing untuk menarik pelanggan. Strategi sendiri sangat terkait dengan manajemen strategis. 
2.   Pengembangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengembangan diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan mengembangkan sesuatu hingga menjadikan sesuatu tersebut menjadi besar, menjadi luas, menjadi lebih banyak, menjadi lebih sempurna, dan sebagainya.
  Jadi pengembangan di sini adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya. Dalam penelitian ini, pengembangan dimaksud adalah pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Bukittinggi agar dapat menjadi lebih besar, lebih baik, lebih sempurna dari tahun sebelumnya,  baik dari segi kualtitas, kuantitas maupun pengembangan aset dari tahun-tahun sebelumnya.

3.   Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua kata, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya melalui mekanisme pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dengan prinsip syari’ah.

Secara umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat diartikan sebagai kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan serta menerima zakat, infaq dan sedekah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dengan demikian, pengertian judul tesis di atas secara keseluruhan adalah  suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya, dalam rangka menjadikan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menjadi lebih baik dan berkembang di masa akan datang, baik fungsi BMT sebagai lembaga sosial, dan fungsi BMT yang berperan sebagai lembaga bisnis atau yang berorientasi bisnis.

E. Kajian Kepustakaan

Penelitian yang  pernah  dilakukan mengenai lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT antara lain sebagai berikut:
Muhammad Ridwan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Baitul Maal Wattamwil (2004) yang mencoba memberikan penjelasan dan pemaparan tentang kedudukan BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang berprinsip syariah, dia juga menjelaskan mengenai tata cara pengelolaan BMT itu sendiri agar berfungsi dengan baik.
Begitu juga halnya dengan Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi  (2004)  Dalam buku ini dia member penjelasan tentang pengertian, kedudukan dan persoalan yang menjadi kendala dalam pengembangan BMT.
Hampir senada dengan buku yang ditulis oleh M. Sholahuddin, M.Si. yang berjudul Lembaga Ekonomi Syariah, juga memberikan penjelasan mengenai kedudukan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah secara umum.
Euis Amalia juga menulis tentang lembaga  keuangan mikro syariah, dalam bukunya yang diadopsi dari disertasinya, ia menyoroti mengenai fungsi lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT sebagai lembaga yang sangat ideal dalam mewujudkan keadilan distributive ditengah masyarakat. Disamping itu ia juga melakukan komparatif serta analisis terhadap lembaga keuangan konvensional dan syariah terkait dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM)
Penelitian tesis yang dilakukan oleh Husni (2005)  degan  judul  Perkembangan Baitul Maal sejak Awal Islam sampai sekarang dan aktualisasinya dalam perekonomian saat ini. 
Begitu pula dengan Marlini (2008)  dengan judul Tesis Manajemen Strategi BMT dikota padang. Dalam  tesis ini ia menyoroti bagaimana BMT menjadikan strategi manajemen dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dikota padang. 
Khusus mengenai penelitian ini lebih tertuju kepada analisis  stategi yang harus dilakukan oleh  lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT di Kota Bukittinggi dalam rangka mengukur potensi pengembangan lembaga di masa akan datang, analisis strategi dimaksud lebih di arahkan ke pada analisis SWOT  yang ada pada lembaga keuangaan syariah dalam perannya sebagai lembaga penyedia modal kerja bagi usaha mikro di Kota Bukittinggi.
BAB II

STRATEGI PENGEMBANGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

A. Pengertian Manajemen Strategis 

1. Manajemen Strategis
Manajemen Strategis dapat didefinisikan dengan seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.
 Seperti yang tersirat dalam defenisi, manajemen strategis berfokus pada mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/ akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan  pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Istilah manajemen strategis dalam buku teks digunakan secara bergantian dengan istilah perencanaan strategis. Istilah yang kedua lebih umum digunakan dalam bidang bisnis, sementara istilah yang pertama sering digunakan dalam bidang akademik. Kadang-kadang istilah manajemen strategis mengeacu pada formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Tujuan utama manajemen strategi adalah untuk mengekploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang, perencanaan jangka panjang. Sebaliknya, mencoba untuk mengoptimalkan tren masa sekarang untuk masa akan adatang.

Istilah perencanaan strategis diperkenalkan tahun 1950-an dan menjadi sangat populer di pertengahan tahun 1960-an hingga 1970-an. Selama periode ini, perencanaan strategis dipercaya secara luas sebagai jawaban untuk segala masalah. Pada saat itu, sebagian besar perusahaan Amerika terobsesi dengan perencanaan strategis. Tetapi setelah ‘boom’ tersebut, perencanaan stretegis ditahun 1980-an mulai di tiggalkan karena model perencanaan tidak memberikan hasil yang tinggi. Tahun 1990-an perencanaan strategis muncul kembali, dan proses manajemen strategis kembali digunakan secara luas untuk pengelolaan bisnis.

Inti dari perencanaan strategis adalah rencana permainan perusahaan, perushaan harus memiliki rencana strategis yang baik untuk memenangkan kompetisi yang sangat ketat diantara perusahaan yang ada. Rencana strategis dihasilkan dari pilihan manajerial yang sulit dari berbagai laternatif yang baik, dan tanda komitmen untuk pasar yang spesifik, kebijakan, prosedur, dan operasi menggantikan “pilihan tindakan yang kurang disukai”.

2. Tahapan dalam Manajemen Strategis

Proses manajemen Strategis (Strategic-management proces) terdiri atas tiga tahap: formulas strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

a. Formulasi Strategi (Planning)
Termasuk dalam formulasi strategi adalah pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang strategi dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alernatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Isu formulasi strategi mencakup bisnis apa yang dimasuki, bisnis apa yang harus ditinggalkan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah harus melakukan ekspansi atau diversifikasi bisnis, apakah harus memasuki pasar internasional, apakah harus merger atau membentuk joint venture dan bagaimana menghindari pengambilalihan secara paksa.

Karena tidak ada organisasi yang memiliki sumber daya tak terbatas, penyusun strategi harus memutuskan alternatif startegi mana yang akan memberikan keuntungan terbanyak. Keputusan formulasi strategi mengikat organisasi terhadap produk, pasar, sumber daya, dan teknologi yang spesifik untuk periode waktu yang panjang. Untuk kondisi baik dan buruk, keputusan strategi memiliki konsekuensi di berbagai fungsional dan efek jangka panjang terhadap organisasi. Manajer  tingkat atas memiliki sudut pandang terbaik dalam mengerti secara penuh pengaruh keputusan formulasi strategi, mereka memiliki wewenang untuk menempatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi.

b. Implementasi Strategi (Strategy Implementation) atau Organization
Implementasi Strategi (Strategy Implementation) mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan  dan manajer untuk menempatkan strategi yang telah diformulasikan menjadi tindakan. Sering kali dianggap sebagai tahap yang paling rumit dalam manajemen strategis, implementasi strategi membutuhkan disiplin pribadi, komitmen dan pengorbanan. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih tepat disebut seni daripada ilmu. Strategi yang telah diformulasikan tetapi tidak di implementasikan tidak memiliki arti apapun.

Kemampuan interpersonal sangatlah penting dalam implementasi strategi. Aktivitas implementasi mempengaruhi semua karyawan dan manajer dalam organisasi. Semua devisi dan departemen harus memberi jawaban atas pertanyaan, seperti “Apa yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan bagian kita dalam strategi perusahaan?”. Tantangan dalam implementasi adalah mendorong seluruh manajer dan karyawan perusahaan untuk bekerja dengan antusias dan penuh kebanggaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
c. Evaluasi Strategi (Strategi Evaluation) 

Evaluasi Strategi (Strategi Evaluation) adalah tahap final dalam manajemen strategis. Manajer sangat ingin mengetahui kapan strategi tidak dapat berjalan seperti yang diaharapkan, evaluasi strategi adalah alat utama untuk mendapatkan informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa akan datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga aktivitas dasar evaluasi strategi adalah (1) Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar saat ini (2) mengukur kinerja, dan (3) mengambil tindakan korektif. Evaluasi dibutuhka karena kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan di hari esok. Sukses selalu membawa masalah baru yang berbeda, perusahaan yang puas diri mengalami kegagalan.

Aktivitas formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi terjadi di tiga tingkat hierarki dalam perusahaan besar, korporat, divisional atau unit bisnis strategis (strategic bussines unit-SBU) dan fungsional. Dengan mendukung komunikasi dan interaksi antara manajer dan karyawan antar tingkat yang kompetitif. Namun kebanyaka perusahaan kecil dan beberapa perusahaan besar tidak memiliki divisi atau SBU, mereka hanya memiliki tingkat korporat dan terlibat dalam aktivitas manajemen strategis.

Peter Ducker mengatakan pekerjaan utama dalam manajemen strategis adalah berfikir melalui keseluruhan misis perusahaan :

...yaitu, dengan menyatakan pernyataan, “Apakah bisnis kita?” ini akan mengarahkan kita menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan membuat keputusan hari ini untuk hasil esok hari. Hal ini harus dilakukan oleh bagian organisasi yang dapat melihat keseluruhan bisnis; yang dapat dapat menyeimbangkan tujuan dan kebutuhan hari ini dibandingkan kebutuhan hari esok; dan yang dapat mengalokasikan sumber daya manusia dan uang untuk hasil kunci.

Dari tiga tahapan diatas, maka secara rinci dapat dilihat pada fungsi dasar pada table berikut : 
Tabel 2.1 : Fungsi Dasar Manajemen

	Fungsi
	Deskripsi
	Tahapan Proses Manajemen Strategis

	Perencanaan

(Planning)
	Perencanaan terdiri dari semua aktifitas yang terkait dengan persiapan masa depan. Pekerjaan spesifik mencakup peramalan, penetapan sasaran, formulasi strategi, pengembangan kebijakan dan penetapan tujuan
	Formulasi Strategi

	Organization
	Pengorganisasian mencakup semua aktifitas manajerial yang menghasilkan struktur pekerjaan dan hubungan otoritas. Area yang spesifik mencakup disain organisasi, spesialisasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, koordinasi dan analisis pekerjaan.
	Implementasi Strategi

	Pemberian motivasi dan pengelolaan staff               (Motivating and staffing)
	Motivasi melibatkan usaha yang diarahkan untuk membentuk perilaku masusia, topik spesifik mencakup kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja moral karyawan dan lain-lain.

Pengelolaan staff dipusatkan pada manajemen staf atau sumber daya manusia. Termasuk adaministrasi gaji dan upah, fasilitas karyawan, wawancara, perekrutan, pelatihan, hubungan dengan serikat kerja lainnya dan hubungan dengan masyarakat
	Implementasi Strategi


	Pengendalian (Controlling)
	Pengendalian mengacu kepada semua aktifitas manajerial yang diarahkan untuk memastikan bahwa hasil aktual konsisten dengan hasil yang direncanakan. Area perhatian utama adalah kontrol kualitas, kontrol penjualan, kontrol biaya, imbalan, dan sanksi.
	Evaluasi Strategi


3. Manfaat Manajemen Strategis

Secara historis, manfaat utama manajemen strategis adalah membantu organisasi memformulasikan strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik, logis dan rasional untuk pilihan strategis. Tetapi penelitian mengindikasikan bahwan manfaat diperoleh melalui proses bukan keputusan atau dokumen, dan salah satu yang manjadi kunci kesuksesan manajemen strategis adalah komunikasi.

Secara umum, ada dua manfaat manajemen strategis, yaitu manfaat financial dan non financial, secara terperinci dapat dipaparkan sebagai berikut : 

a. Manfaat Financial 

Penelitaian mengindikasikan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan dengan organisasi lain yang tidak menggunakannya, bisnis yang menggunakan manajemen konsep strategis menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas dan produktifitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktifitas perencanaan yang sistematis.

Perusahaan dengan kinerja tinggi tampaknya memuat keputusan yang dilatar belakangi informasi yang lengkap dengan antisipasi yang baik tentang konsekuensi jang pendek dan jangka panjang. Sebaliknya, perusahaan yang kinerja jelek sering kali terlibat dalam aktifitas yang berpandangan sempit dan mencerminkan perkiraan yang baik tentang kondisi masa depan. Penyusunan strategi perusahaan yang kinerjanya rendah sering kali sibuk memecahakan masalah internal dan memenuhi tenggang waktu pekerjaan administrasi. Mereka biasanya meremehkan kekuatan pesaing dan melebihkan kekuatan perusahaan. Mereka sering menyalahkan kinerja yang jelek sebagai akibat dari faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol seperti ekonomi yang buruk, perubahan teknologi dan persaingan dari pihak luar.

b. Manfaat Non Financial

Selain membantu perusahaan menghindari kegagalan financial, manajemen strategis menawarkan manfaat yang nyata lainnya, seperti meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, serta meningkatnya produktifitas karyawan. Manajemen strategis meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghindari masalah karena ia membantu interaksi antar manajer dan staf, berbagai tujuan organisasi dengan mereka, meningkatnya kemampuan mereka untuk memperbaiki produk atau jasa dan menghargai kontribusi stafna, dapat mengandalkan stafya untuk membatu disaat perusahaan merosot karena adanya interaksi

Greenkey, sebagaimana dikutif dalam buku manajemen strategis, menyatakan ada beberapa manfaat manajemen strategis, diantaranya :

1) Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas dan eksploitasi peluang

2) Memberikan pandangan obyektif atas masalah manajemen

3) Mempersentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik

4) Meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek

5) Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik tujuan yang telah ditetapkan

6) Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staf

7) Memberikan dasar untuk mengkalsifikasi tanggung jawab individu

8) Mendorong pemikiran ke masa depan

9) Memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen suatu bisnis

4. Pengertian  Strategi
Faktor lingkuangan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pencapaian sasaran perusahaan, untuk itu pengelola organisasi harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang sangat cepat dewasa dan dapat menentukan alternatif  kebijakan yang akan diambil dalam rangka penyesuaian dengan perubahan tersebut. dalam menghadapi perubahan yang dihadapi maka seorang manajer harus melakukan analisa yang dalam terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi.

Menurut Jauch dan Glueck dalam Darmawan,
 Strategi merupakan suatu rencana yang diperlukan secara menyeluruh dan terpadu dengan mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan terhadap tantangan lingkungan yang dirancang sesuai dengan lingkungan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Selanjutnya Jauch dan Glueck mengatakan, untuk menentukan strategi  maka diperlukan analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan dalam perencanaan strategi dalam upaya memantau sektor lingkungan untuk menentukan peluang dan ancaman terhadap usaha. 

Strategi yang merupakan bagian dari manajemen strategi, sering juga diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Berikut beberapa konsep strategi yang dijelaskan oleh para tokoh:

Chandler (1962):

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Learned, Christensen, Andrews dan Guth (1965):

Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memustuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.

Argyris (1985, Mintzberg (1979, Steiner dan Miner (1977):

Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaftif-terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi

Andrews (1980) dan Chaffe (1985):

Strategi adalah kekuatan motivasi Stakcholders, seperti Stakcholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaa.

Hamel dan Prahalad (1995)

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu di mulai dari “apa yang dapat terjadi” bukan mulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut dapat dipahami bahwa strategi merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk  mencapai tujuan. Disamping apa yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut, pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep yang berkaitan, sangan menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

a. Distinnctive  Competence

Distinctive Comptence adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mungkin ditiru oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki “Distinctive Comptence”, Distinctive Comptence menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi, identifikasi terhadap Distinctive Comptence dalam suatu organisasi biasanya meliputi : keahlian tenaga kerja dan kemampaun sumber daya.

Dua faktor tersebu menyebabkan suatu perusahaan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan pesaing. Misalnya, perusahaan mampu menghasilka produk yang kualitasnya lebih baik dibanding dengan produk pesaing dengan cara memahami secara detail keinginan konsumen, serta membuat program  pemasaran yang lebih baik daripada program pesaing.

b. Competitive Advantage

Competitive Advantage  merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk merebut peluang pasar. Menurut Porter
 ada tiga strategi yag dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing yaitu : Cost leadership, Deferensiasi dan Fokus.

Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya jika dapat memberikan jual yang lebih murah dibanding harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai dan kualitas produk yang sama. Perusahaan juga dapat melakukan strategi deferensiasi dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya, misalnya persepsi terhadap keunggulan produk. Selain itu, strategi fokus juga dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan.
5. Tipe-tipe Strategis

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu:

a. Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi keuangan dan sebagainya.
b. Strategi investasi 

Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha menetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi barua atau strategi divestasi, dan sebagainya.

c. Startegi bisnis.

Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Berikut tipe-tipe strategi yang mungkin dijalankan oleh perusahaan, baik dari sisi strategi manajemen, investasi maupun bisnis: 

a. Strategi Integrasi, yang terdiri dar; Integrasi kedepan, Integrasi kebelakang, Integrasi Horizontal, Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar, dan Pengembangan Produk.

b. Integrasi Diversifikasi, yang terdiri dari; Diversifikasi Konsentrik, Diversifikasi Konglomerasi, dan Diversifikasi Horizontal.

c. Strategi Defensif, yang teridiri dari; Retrechment, Divestasi, dan Likuidasi.

6. Tingkatan Strategi

Penyusunan strategi bukan hanya pekerjaan eksekutif puncak, namun manajer tingkat menengah da bawah sebenarnya juga dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan strategis. Dengan demikian, semua orang bertanggung jawab atas perencanaan strategis pada tingkat yang berbeda-beda, dan berpartisipasi serta memahami strategi pada tingkat organisasi lain untuk membantu memastikan koordinasi, fasilitasi, dan komitmen. Hal demikian akan dapat menghindarkan organisasi dari ketidakkonsistenan, ketidak efisienan, dan salah komunikasi yang dapat mengganggu jalannya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang direncanakan.

Secara umum, dapat dibagi menjadi dua yaitu pada perusahaan besar dan perusahaan  perusahaan kecil, untuk melihat lebih mengenai tingkatan strategi beserta staf yang bertanggung jawab dapat dilihat pada skema di bawah ini :

Gambar  2.1 : Skema Tingkatan Strategis
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(chief executive officer)
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Devisi (executive vice president)

Tingkat Fungsional-manajer,
pemasaran, litbang, sistem impornasi,
dan SDM

Tingkat Operasional-manajer
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Perusahaan Kecil
Berdasarkan skema di atas dapat dilihat bahwa semua orang bertanggung jawab atas perncanaan strategis pada tingkat yang berbeda-beda untuk berpartisipasi dan memahami strategi pada tingkat organisasi yang lain untuk membantu memastikan koordinasi, fasilitasi, dan komitmen sementara menghindari ketidakkonsistenan, ketidakefisienan, dan salah komunikasi. Dengan memahami masing-masing strategi pada tingkat yang berbeda, memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. 
7. Analisis SWOT Sebagai Alat Formulasi Strategi
a. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan strategi dan kebijakan perusahaan.
 Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut juga dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT.

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari lingkungan Internal Strengths dan Weaknesses serta lingkungan eksternal Opportunity dan Threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT adalah membandingkan antara faktor eksternal peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats) dengan faktor internal kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (weaknesses).
  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

Gambar  2. 2 :  Diagram Analisis SWOT









Masing-masing kuadran memiliki strategi dan keuntungan yang berbeda-beda, dan masing kuadran dapat digunakan untuk melakukakan analisis terhadap kondisi perusahaan, dan berikut adalah penjelasan masing-masing kuadran :

1. Kuadran 1 : ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluag yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebjikan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategi)
2. Kuadran 2 : meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluag jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar)

3. Kuadran 3 :  perusahaan mengahdapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi  dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Misalnya, Startegi peninjauan kembali segala kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan.

4. Kuadran 4 : ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancama dan kelemahan internal.

b. Tahapan Perencanaan Strategis dalam Pelaksanaan Analisis

Proses   penyusunan   strategis   dilakukan  dengan   melalui  tiga   tahap   analisis, yaitu tahap masukan, tahap analisis, dan tahap keputusan. Tahap   akhir   analisis   kasus   adalah   memformulasikan   keputusan  yang   akan diambil.    Keputusannya     didasarkan    atas   justifikasi  yang  dibuat   secara   kualitatif  maupun  kuantitatif,   terstruktur   maupun  tidak   terstruktur,   sehingga   dapat   diambil keputusan yang signifikan dengan kondisi yang ada. Untuk jelasnya, proses penyusunan perencanaan strategis dapat dilihat pada kerangka formulasi strategis seperti yang ditunjukkan pada Gambar  berikut ini : 

Gambar 2.3 : Tahapan Perencanaan Strategis
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1. Tahap Masukan (Pengumpulan Data)

Tahap   ini   pada   dasarnya   tidak   hanya sekedar   kegiatan   pengumpulan   data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar perusahaan, seperti analisis pasar, analisis   kompetitor,    analisis   komunitas,   analisis   pemasok,     analisis  pemerintah, analisis kelompok kepentingan tertentu. Sedangkan data internal dapat diperoleh di dalam   perusahaan  itu sendiri,  seperti   laporan  keuangan  (neraca,  Laba-rugi,  cash- flow, struktur pendanaan), laporan kegiatan sumber daya manusia jumlah karyawan, pendidikan,   keahlian,   pengalaman,   gaji,   turn-over),   laporan   kegiatan   operasional, laporan kegiatan pemasaran. 

Dalam evaluasi faktor strategis yang digunakan pada tahap ini adalah model Matrik Faktor Strategis Eksternal dan Matrik Faktor Strategi Internal.

a. Matrik Faktor Strategi Eksternal 

        Sebelum   membuat   matrik   faktor   strategi  eksternal,   kita   perlu   mengetahui terlebih   dahulu    faktor   strategi eksternal     (EFAS).   Berikut   ini  adalah   cara-cara penentuan Faktor Strategis Eksternal (EFAS) :

· Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman). 

· Beri   bobot   masing-masing   faktor   dalam   kolom   2,   mulai   dari 1,0   (sangat   penting) sampai dengan 0,0  (tidak    penting).    Faktor-faktor tersebut  kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. 

· Hitung rating   (dalam   kolom 3)   untuk    masing-masing   faktor   dengan  memberikan  skala   mulai   dari  4  (outstanding)    sampai    dengan   1  (poor)  berdasarkan  pengaruh    faktor  tersebut  terhadap     kondisi  perusahaan     yang     bersangkutan.  Pemberian   nilai   rating   untuk   faktor   peluang   bersifat   positif  (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating + 1). Misalnya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4. 

· Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh  faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing   faktor  yang  nilainya   bervariasi  mulai  dari   4,0   (outstanding)  sampai dengan 1,0 (poor). 

· Jumlahkan  skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor   pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan    bagaimana  perusahaan   tertentu     bereaksi   terhadap faktor-faktor   strategis eksternalnya. Total skor ini  dapat    digunakan untuk    membandingkan  perusahaan   ini  dengan   perusahaan   lainnya   dalam   kelompok   industri   yang  sama.
b. Matrik Faktor Strategi Internal 

        Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu label IFAS  (Internal    Strategic    Factors   Analysis   Summary) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka Strength and Weakness perusahaan.  Untuk membuat matrik faktor strategi internal tersebut, terlebih dahulu harus melalui   beberapa     tahapan.    Adapun    tahapan   pembuatan   matrik   faktor  strategis  internal adalah sebagai berikut : 

·  Tentukan faktor-faktor yang menjadi  kekuatan serta  kelemahan perusahaan dalam kolom 1. 

·   Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0  (tidak penting),   berdasarkan    pengaruh  faktor-faktor  tersebut terhadap posisi   strategis   perusahaan.     Semua  bobot  tersebut  jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,0. 

·   Hitung  rating   (dalam    kolom  3)   untuk  masing-masing  faktor  dengan  memberikan   skala  mulai   dari   4  (outstanding)   sampai   dengan 1  (poor),  berdasarkan  pengaruh    faktor  tersebut  terhadap  kondisi   perusahaan    yang   bersangkutan.   Variabel   yang   bersifat  positif   (semua   variabel   yang   masuk  kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik)  dengan   membandingkannya dengan   rata-rata   industri   atau   dengan   pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan  besar   sekali   dibandingkan dengan rata-rata  industri, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan di bawah  rata-rata industri, nilainya adalah 4. 

· Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor  pembobotan  dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya   bervariasi  mulai  dari   4,0   (outstanding)  sampai dengan 1,0 (poor). 

·   Jumlahkan  skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan   tertentu     bereaksi   terhadap    faktor-faktor   strategis  internalnya. Skor total  ini dapat     digunakan     untuk membandingkan  perusahaan ini  dengan   perusahaan   lainnya   dalam   kelompok   industri   yang   sama.
2.  Tahap Analisis

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh     terhadap  kelangsungan  perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. 
Ada beberapa model analisis yang dapat digunakan dalam analisis strategis guna memperoleh yang lengkap dan akurat,  masing-masing analisis akan menghasilkan suatu keputusan tentang strategi apa yang harus dilakukan dalam usaha pengembangan lembaga atau perusahaan kedepan, model analisis yang dapat digunakan antara lain:

· Model analisis Matrik TOWS atau Matrik SWOT

· Model analisis Matrik BCG

· Model analisis Matrik Internal Eksternal

· Model analisis Matrik SPACE

· Model analsisi Matrik Grand Strategi

Namun pada penelitian strategi pengembangan BMT di Kota Bukittinggi pada tesis ini, hanya menggunakan model analisis Matrik TOWS atau SWOT, dan matrik internal-eksternal (IFAS dan EFAS)
a. Matrik TOWS atau SWOT 

Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematika untuk merumuskan strategi  perusahaan. Analisis didasarkan     pada    logika  yang    dapat memaksimalkan   kekuatan   (Strengths)   den  peluang   (Opportunities), namun   secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses   pengambilan   keputusan   strategis  selalu   berkaitan   dengan   pengembangan  misi,   tujuan,   strategi,  dan   kebijakan    perusahaan.    Dengan    demikian    perencana strategi   (strategic   planner)   harus    menganalisis   faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisa SWOT.

Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana      peluang  dan ancaman   eksternal  yang   dihadapi  perusahaan  dapat   disesuaikan dengan  kekuatan dan kelemahan  yang dimilikinya.   Matrik  ini   dapat   menghasilkan empat  set kemungkinan altematif strategis seperti yang ditunjukkan pada Gambar  berikut ini:
 
Gambar 2.4  : Matrik SWOT
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Sumber: Fred R. David, Strategic management (manajemen strategis) edisi 10.

· Strategi SO 

Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal,  organisasi pada umumnya akan menjalankan strategi WO, ST, atau WT agar dapat mencapai sistuasi dimana mereka dapat menerapkan strategi SO. Ketika suatu perusahaan memiliki kelemahan utama, ia akan berusaha mengatasinya dan menjadikannya kekuatan. Ketika sebuah organisasi menghadapi ancaman utama, ia akan berusaha menghindarinya untuk berkonsentrasi pada peluang. Strategi    ini  dibuat  berdasarkan    jalan    pikiran  perusahaan,     yaitu  dengan   memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang  sebesar-besarnya. 

· Strategi ST 

Strategi ini   adalah   strategi   dalam   menggunakan  kekuatan  yang  dimiliki   perusahaan  untuk menghindari atau mengatasi ancaman eksternal. Namun, ini tidak berarti bahwa organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman di lingkungan eksternalnya secara langsung.

· Strategi WO 

Strategi   ini   diterapkan   berdasarkan  pemanfaatan   peluang  yang   ada   dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Namun, kadang-kadang terdapat peluang eksternal kunci tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghambatnya untuk mengeksploitasi peluang tersebut.

· Strategi WT 

Strategi ini adalah strategi defensif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal yang ada serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah  organisasi menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal akan selalu berada pada posisi yang tidak aman.

3.   Tahap Pengambilan Keputusan

Setelah    tahapan-tahapan       terdahulu   dibuat    dan   dianalisa,  maka tahap selanjutnya disusunlah daftar  prioritas yang harus diimplementasikan. Quantitative Strategic   Planning  Matrix   (QSPM)   merupakan   teknik  yang   secara  obyektif   dapat menetapkan      strategi   altematif   yang  diprioritaskan. Sebagai     suatu   teknik,  QSPM memerlukan good intuitive judgement. Teknik ini secara obyektif mengindikasikan alternatif strategi mana yang terbaik.

Langkah-langkah dalam menyusun QSPM adalah sebagai berikut :

a. Buatlah   daftar   faktor   eksternal   (kesempatan/ancaman)   dan  faktor   internal  (kekuatan/kelemahan) di sebelah kiri dari kolom matrik QSPM. 

b. Berilah bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal. 

c. Analisis   matrik  yang  sesuai   dari  langkah kedua  dengan mengidentifikasikan strategi alternatif yang harus diimplementasikan. 

d. Berikan skor alternatif (SA) dengan rentang skor sebagai berikut : 

    1   = tidak memiliki daya tarik 

    2   = daya tariknya rendah 

    3   = daya tariknya sedang 

    4   = daya tariknya tinggi 

    5   = tidak memiliki dampak terhadap strategi alternatif

e. kalikan   bobot   dengan   SA   pada  masing-masing   faktor   eksternal/internal pada setiap strategi.

f. Jumlahkan seluruh skor SA.

B. Konsep Strategi Pengembangan 

1. Pengertian Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh manajemenen suatu organisasi dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan pengintegrasian dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki, strategi pengembangan meliputi serangkaian perencanaan perubahan yang sistematis yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu organisasi.
 Hakekat dari startegi pengembangan adalah strategi interfensi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi atau di dalam melakukan perubahan-perubahan guna mencapai tujuan yang diharapakan.
2. Bentuk-bentuk Strategi Pengembangan

Dengan mengikuti konsep  strategi map  dari Robert S. Kaplan dan  David P. Norton, bahwa kinerja sebuah lembaga setidaknya  dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1) Fiinancal; 2) Costumer; 3) Internal.
 Adapun dari sisi internal untuk menuju pertumbuhan dan pengembangan organisasi bertumpu pada tiga strategi yaitu: Human Capital, Technology Capital, dan Organization Capital.
a. Human Capital (Sumber Daya Manusia)

Human Capital (Sumber Daya Manusia) merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. Mereka yang menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu, produktivitas Organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Untuk memberdayakan SDM bermutu agar tidak menjadi beban, melainkan jadi modal perusahaan/organisasi, diperlukan dua kriteria, yakni mereka yang mempunyai motivasi kerja tinggi dan kemampuan unggul. Kadarnya bisa berbeda-beda, tergantung skala organisasi, tantangan yang dihadapi, serta rencana strategis pengembangan SDM.
Motivasi kerja tinggi, merupakan akumulasi peran dan keterlibatan SDM di dalam organisasi tersebut. Jadi, motivasi tinggi akan terbentuk jika SDM memiliki harapan dan impian yang sama dengan manajemen. Ini bisa terjadi bila organisasi memberi kesempatan seluas-luasnya bagi SDM mengenal jati diri organisasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pada titik tertentu, SDM dengan sendirinya akan memiliki kesadaran bagaimana mempertahankan Organisasi sebaik mungkin. Inilah yang menjadi motor dalam membangun motivasi kerja tinggi. Karena, baik-buruknya Organisasi menjadi tanggung jawab SDM.

Dalam implementasi sehari-hari, organisasi dapat dengan mudah menerjemahkan dengan menggalang komunikasi dan kebersamaan dari tingkat paling bawah hingga paling atas. Ibaratnya, kalau di saat krisis perusahaan menghapus uang makan atau meniadakan jatah minum kopi, umpamanya, hal itu berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Diskriminasi akan menjadi biang kerok yang memicu suasana tidak kondusif dalam membangun semangat kebersamaan dan motivasi kerja tinggi. Kesadaran bahwa semua SDM berada di atas kapal yang sama, perlu digalang. Khususnya jika menyadari, seluruh SDM adalah awak kapal, bukan penumpang yang enak-enakan dan tetap dibayar. 

Adapun kemampuan unggul bisa diperoleh dengan dua hal: sistem rekrutmen yang baik serta fasilitas pelatihan — internal maupun eksternal. Setiap SDM pasti memiliki kemampuan dasar yang diperoleh dari pendidikan formal maupun informal. Kemampuan ini kemudian diasah dengan model pelatihan, tergantung kebutuhan dan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, perlu ditekankan peningkatan profesionalisme SDM. Artinya, SDM tidak harus melulu menguasai satu bidang keahlian saja. Sebagai profesional di perusahaan yang tumbuh dan bergerak cepat, mereka juga harus mampu dan menguasai bidang-bidang lain yang terkait. Untuk menjadi ahli administrasi, misalnya, dibutuhkan pengetahuan tentang rekayasa ulang atau seluk-beluk kegiatan lini. Dengan kata lain, peningkatan profesionalisme SDM mutlak diperlukan guna memainkan peran barunya.

Dalam upaya pengembangan suatu organisasi menuju ke arah yang lebih baik, SDM perlu menjadi perhatian utama bagi manajemen, untuk memperoleh SDM yang baik  manajemen perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja)
Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut.
Pendapat lain mengenai perencanaan sumber daya manusia menurut  Sofyandi 
 adalah:  Perencanaan sumber daya manusia (human resource planning) merupakan fungsi pertama dalam manajemen sumber daya manusia  dan sebagai bagian dari fungsi perencanaan yang strategis organisasi yang didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dan berkesinambungan dalam menentukan kebutuhan SDM di masa depan baik kuantitas maupun kualitas pada waktu yang tepat, posisi yang tepat, melakukan pekerjaan yang tepat dalam jangka panjang guna mengantisipasi perubahan lingkungan dan organisasi serta meminimalisasi biaya dalam rangka pencapaian tujuan individu dan organisasi.
Menurut Sutrisno,
 mengatakan bahwa:   Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Semua itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
Berdasarkan pendapat di atas bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang dilakukan untuk mengatisipasi permintaan dan penawaran tenaga kerja yang akan datang guna memenuhi kebutuhan perusahaan mengenai tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan
2. Pengadaan  (Recruitment) Sumber Daya Manusia
Pengadaan  (Recruitment) Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses kegiatan untuk mengisis formasi yang lowong mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan  sampai dengan pengangkan dan penempatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Pengadaan tidak hanya melulu dari luar organisasi, namun bisa juga berasal dari dalam organisasi itu sendiri untuk menempati suatu posisi yang lowong yang disebut dengan recruitment from within. recruitment from within merupakan pemamfaatan SDM yang sudah ada di dalam organisasi itu sendiri baik dengan cara promosi maupun non promosi. recruitment  seharusnya dilakukan dengan sistem terbuka (open competition) yang didasarkan pada suatu standar mutu yang dapat diukur (measurable).

Untuk itu, dalam pengadaan manajemen perlu melakukan langkah-langkah berikut:
 

a. Melakukan analisis pekerjaan (job analisis), analisis pekerjaan diperlukan agar dapat mendisain organisasi serta menetapkan uaraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Analisis pekerjaan ini bermanfaat untuk memberi informasi tentang aktivitas pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia dan alat-alat yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan.

b. Menyiapkan uraian pekerjaan, uaraian pekerjaan merupakan informasi tertulis yang menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. 

c. Menjelaskan spesifikasi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan (job specification) disusun berdasarkan uaraian pekerjaan dengan menjawab pertanyaan mengenai ciri-ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan lainnya dari orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik.

d. Evaluasi pekerjaan (job evaluation), evaluasi ini merupakan penilaian terhadap tingkat kesulitan dan kemudahan suatu pekerjaan, tingkat resiko besar ataupun kecil, serta gaji yang akan diberikan kepada para tenaga kerja.

e. Persyaratan pekerjaan, persyaratan pekerjaan menggambarkan mengenai hal-hal yang diperlukan oleh seorang tenaga kerja ketika telah menempati suatu posisi pekerjaan agar tujuan yang diinginkan oleh organisasi dapat di capai dengan baik.

3. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia

Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggungjawab setiap pimpinan organisasi,  bentuk=bentuk pemeliharaan SDM yang ada antara lain adalah dengan pemberian ganjaran (rewadr system), metode ini diyakini sangat berpengaruh pada jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan SDM yang ada adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak mendapatkan rewadr yang pantas akan membuat SDM tersebut keluar dari organisasi serta tidak akan berkontribusi secara maksimal.

Pemeliharaan SDM seharusnya mempertimbangkan berbagai hakikat dalam aspek kemanusiaan, manusia memiliki persamaan dan perbedaan, manusia memiliki kepribadian, rasa, karya, karsa dan cipta. Manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan, kehendak dan kemampuan, manusia juga memiliki harga diri dan martabat. Hal-hal tersebut hendaknya menjadi perhatian manajemen dalam organisasi. Pemeliharaan SDM perlu diimbangi dengan berbagai ganjaran (reward) baik berupa financial berupa peningkatan gaji atau tunjangan, maupun dalam bentuk non financial seperti pendidikan dan pelatihan. Diharapkan pemelihraan dengan sistem reward ini akan berpengaruh pada prestasi dan produktifitas kerja para karyawan.
4. Pengermbangan Sumber  Daya Manusia
Sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi perlu dikembangkan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan  perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembangan seogiyanya diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara rutin dan kontiniu. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama umtuk pengembangan intelektual dan kepribadian, pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga kerja yang akan digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan ditujukan untuk tenaga kerja yang akan menduduki suatu jabatan dalam organisasi.
5. Penilaian  Kinerja.

Mondy & Noe,
 mendefinisikan penilaian prestasi kerja sebagai: “Suatu sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik untuk mereview dan mengevaluasi kinerja pegawai”. Sedangkan Irawan
  berpendapat bahwa penilaian prestasi kerja adalah ”Suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang obyektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala”. Sementara itu Levinson seperti dikutip oleh Marwansyah dan Mukaram,
 mengatakan bahwa “Penilaian unjuk kerja adalah uraian sistematik tentang kekuatan/kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang atau sebuah kelompok”. Adapun sasaran proses penilaian kinerja adalah adalah untuk membuat karyawan memandang diri mereka sendiri seperti apa adanya, mengenali kebutuhan perbaikan kinerja kerja, dan untuk berperan serta dalam membuat rencana perbaikan kinerja”. Sedangkan tujuan umum penilaian kinerja adalah mengevaluasi dan memberikan umpan balik konstruktif kepada para pegawai yang pada akhirnya mencapai efektivitas organisasi
Sedangkan Stewart dan Stewart,
 menyatakan bahwa penilaian kinerja pegawai dimaksudkan untuk:

a. Memberikan feedback bagi pegawai. Agar efektif, maka masukan yang diberikan kepada pegawai harus jelas (tepat sasaran), deskriptif (menggambarkan contoh-contoh pekerjaan yang benar), objektif (memberikan masukan yang positif dan negatif), dan konstruktif (memberikan saran perbaikan). 

b. Management by Objective. Manajer menentukan target dan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bawahan. Target dan tujuan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada hal-hal yang sudah disetujui bersama.

c. Salary review. Hasil dari penilaian digunakan untuk menentukan apakah seseorang akan mendapatkan kenaikan atau penurunan gaji.

d. Career counselling. Dalam pelaksanaan penilaian, manajer mempunyai kesempatan untuk melihat kemungkinan perjalanan karier pegawai, salah satunya bisa melalui pengiriman pegawai kedalam program diklat.

e. Succession planning. Penilaian pegawai dapat membantu manajer dalam membuat daftar pegawai yang memiliki keterampilan dan kemampuan tertentu, sehingga jika ada posisi yang kosong, manajer bisa dengan cepat menunjuk seseorang.

f. Mempertahankan keadilan. Adalah suatu hal yang wajar jika seseorang lebih menyukai seseorang dibanding orang lain. Penilaian pegawai dapat mengurangi terjadinya hal tersebut misalnya dengan melibatkan atasan dari atasan langsung kita untuk ikut secara acak dalam proses penilaian.

g. Penggantian pemimpin. Sistem penilaian pegawai dapat mengurangi beban pekerjaan manajer baru yang tidak tahu menahu kondisi dan kompetensi pegawainya. Data yang ada dalam dokumen penilaian dapat digunakan sebagai informasi yang penting untuk mengetahui kompetensi dan mengenal bawahan lebih cepat dan mungkin akurat.

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa penilian kinerja memberikan banyak tujuan. Tujuan penilian kinerja ini pada akhirnya akan memberikan manfaat, tidak hanya untuk pegawai yang bersangkutan, akan tetapi juga untuk organisasi. Perlu diingat bahwa penilaian kinerja tidak dimaksudkan untuk memberikan hukuman jika pegawai tidak dapat memenuhi capaian kinerja yang ditentukan
6. Pemberian Kompensasi
Pemberian kompensasi  merupakan salah satu bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan kepada karyawan atas dedikasi dan prestasi yang mereka berikan kepada perusahaan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Program pemberian kompensasi pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan dan masayarakat secara umum, namun secara spesifik kompensasi bertujuan sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan.

7. Manajemen Karir
Manajemen karir adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para karyawannya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Manajemen karir bertujuan untuk mendorong para karyawan bisa berkompetisi dalam upaya mencapai karir atau jabatan tertentu dalam suatu organisasi.
8. Pengendalian Mutu dan Produktifitas (Total quality control)
Pengendalian mutu dan produktifitas adalah suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas atau mutu dari suatu organisasi sehingga meningkatkan produktifitas dan pelayanan ke tingkat yang paling ekonomis yang menimbulkan kepuasan kepada pelanggan.
 Tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian mutu dan produktifitas karyawan adalah: pencapaian kebijakan dan target perusahaan secara efisien, perbaikan hubungan manusia serta mutu barang dan jasa, peningkatan moral, prakarsa dan kerja sama karyawan, pengembangan kemampuan tenaga kerja, dan peningkatan produktifitas dan profitabilitas usaha.
b. Infrastructure and Technology Capital, (infrastruktur dan teknologi) 
Infrastruktur Perusahaan merupakan sejumlah aktivitas perusahaan termasuk manajemen secara umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, urusan yang berhubungan dengan pemerintah, manajemen kualitas dan sistem informasi. Infrastruktur  merupakan semua rantai nilai perusahaan dan tidak hanya aktivitas individu. Sedangkan Setiap teknologi merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam aktivitas penambahan nilai guna. Penggunaan  teknologi dalam perusahaan sangat beragam, mulai dari penggunaan teknologi untuk menyiapkan dokumen dan mengantar barang sampai pada membantu jalannya proses dan peralatan atau produk itu sendiri. Pengembangan teknologi yang berhubungan  dengan produk dan fitur mendukung keseluruhan proses rantai nilai, sedangkan pengembangan teknologi lain dihubungkan dengan aktivitas utama dan pendukung tertentu.

Sedangakan pengertian infrastruktur IT adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para karyawannya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.
c. Organization Capital (manajemen dan organisasi)
Ada beberpa hal yang perlu dikembangkan oleh manajemen dalam rangka peningkatan kualitas manajemen dan organisasi menuju organisasi yang efektif dan efisien, yaitu:

1. Fokus kepada pelanggan, dalam pengembangan organisasi dengan prinsip manajemen berkualitas kepuasan pelanggan merupakan fokus utama, baik pelanggan dari internal perusahaan, maupun dari eksternal perusahaan. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa.
2. Kepemimpinan, kemampuan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, mengajak orang-orang dalam suatu kelompok untuk mau bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Karakteristik kepemimpinan yang baik meliputi: tanggung jawab yang seimbang, peranan yang positif dalam organisasi, memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik. Memiliki pengaruh yang positif, memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain, mampu mengatasi penolakan terhadap penolakan, mampu menjadi perantara bagi kelompok-kelompok kepentingan di dalam dan di luar organisasi, Visible, cmmited, dan Knowledgeable, memiliki target yang agresif, strong driver, memiliki berbagai maca nilai-nilai.
3. Kerja Sama Tim (Teamwork), kerja sama tim merupakan hal yang fundamental dalam peningkatan kualitas manajemen dan organisasi, kerja sama tim yang baik akan mengantarkan organisasi menjadi organisasi yang solid. Untuk dapat dikakatan sebagai suatu tim kerja yang baik harus memiliki unsur-unsur berikut:

a. Ada kesepakatan terhadap visi dan misi tim
b. Semua anggota mentaati peraturan yang berlaku
c. Ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil
d. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan
4. Pendidikan dan Pelatihan, dalam sebuah organisasi yang berkualitas, semua orang diharapkan senantiasa belajar dan meningkatkan kompetensi yang mereka miliki, pendidikan dan pelatihan akan mengantarkan individu menjadi lebih profesional dalam bekerja yang tentu akan sangat berdampak pada kemajuan organisasi.
5. Perbaikan sistem secara berkesinambungan, setiap produk atau jasa  yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu didalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu sistem yang  ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat. Untuk itu, manajemen harus merancang sistem perbaikan yang akan dilakukan yang meliputi: Pendidikan, teladan manajer, tanggung jawab yang jelas, identifikasi dan prioritas tindakan perbaikan, menyusun metode yang sistematis untuk perbaikan, pelatihan, review terhadap perbaikan, identifikasi hambatan perbaikan, serta pembelajaran yang sistematis.
Sedangkan strategi perbaikan dapat dilakukan dengan metode antara lain:

a. Menggambarkan proses yang ada

b. Membakukan proses

c. Menghilangkan kesalahan dalam proses

d. Merampungkan proses

e. Mengurangi sumber-sumber terjadinya variasi

f. Menerapkan pengendalian proses statistikal

g. Memperbaiki rancangan.

C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Kedudukannya dalam Sistem Perekonomian Indonesia

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Produksi dalam skala besar yang membutuhkan investasi atau modal dalam jumlah besar akan sangat sulit dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebenarnya telah memainkan peran yang sangat penting dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat menciptakan berbagai peluang ekonomi melalui mekanisme investasi.

Lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, pengelompokan yang paling umum adalah lembaga keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat  secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi  lembaga keuangan depositori (depository financial institution) dan lembaga keuangan non depositori (non depository financial institution)

Lembaga keuangan non depositori sering juga disebut lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan yang masuk dalam kelompok ini adalah lembaga keuangan mikro yang melayani nasabah usaha kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan depositori atau bank. Lembaga keuanngan ini sering juga disebut dengan lembaga pembiayaan mikro.

Lembaga pembiayaan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok besar yaitu: Pertama, bank yang membuka unit khusus melayani usaha mikro seperti BRI unit dan BPR yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air, dan kelompok kedua adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam syariah yang lebih di kenal dengan Baitul Maal Wa at-Tamwil (BMT). Di samping itu terdapat lembaga keuangan mikro lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta, seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (micro finance) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposite), kredit (credit), pembayaran berbagai transaksi (payment service) serta money transfer yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insurance to poor and low income household and their microenterprises). Lembaga Keuangan Mikro sendiri dapat berbentuk: 1) lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, 2) lembaga semiformal semisal organisasi nonpemeritah, 3) sumber-sumber informal seperti pelepas uang.

Sementara menurut Bank Indonesia mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada pelaku usaha produktif, baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai penjualan paling banyak seratus juta setahun. Menurut  Bank Indonsia LKM ada dua, yaitu LKM yang berwujud bank dan LKM non bank. LKM yang berwujud bank antara lain seperti BRI Unit, BPR, BPRS, BKD. Sedangkan yang bersifat non bank adalah antara lain Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LKPD), Baitul Maal Wa at-Tamwil (BMT) dan lain-lain. Namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan standar bank, pengusaha mikro masih kesulitan mengaksesnya.

Dengan demikian, jasa keuangan mikro memiliki lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga pinjaman, LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan Usaha Mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Pada umumnya, jasa pinjaman tersebut dalam bentuk layanan pembiayaan (kredit) atau pembiayaan lain. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat. Pada banyak LKM, kegiatan menghimpun dana (saving) dijadikan prasyarat bagi adanya kredit walaupun pada akhirnya sering kali jumlah kredit yang diberikan lebih besar dari dana yang berhasil dihimpun.

Selain itu, LKM  berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktivitas ekonomi disini tidak bisa dibedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha.
  Hal ini berarti bahwa Usaha Kecil pun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa transfer of payment dari pemerintah, misalnya program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, maupun usaha yang bersifat produktif, misalnya melalui peinjaman dalam bentuk kredit mikro.
 Sebagaimana diketahui, pinjaman mikro dapat digunakan untuk membantu para pengusaha kecil dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan, dan karakteristik UKM dilihat dari aspek pendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikan  miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (ecocnomically activ working poor) dan masyarakat yang berpenghasilan rendah (low income) yakni mereka yang memiliki penghasilan tidak banyak. Kelompok ini cenderung tetap berpenghasilan rendah bahkan menjadi miskin jika kesulitan yang mereka hadapi dalam melakukan aktivitas usaha tetap dibiarkan tanpa ada usaha-usaha perbaikan. Secara potensi, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk yang relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. 

Menurut Marguiret Robinson, pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu upaya ampuh dalam mengatasi kemiskinan.  Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang meliputi: pertama, masyarakat sangat miskin (the extrime poor), yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor). Ketiga, masyarakat berpenghasilan rendah (low income), yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Pendekatan yang digunakan dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok tersebut. Kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi, atau penciptaan lapangan kerja, sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif  jika digunakan pendekatan tidak langsung, misalnya penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.

2.  Pengembangan Lembaga Keuagan Mikro Syariah

Sejalan dengan pengembangan ekonomi mikro dan mencermati semakin banyaknya LKM di Indonesia, termasuk telah dikembangkan sistem ekonomi syariah sehingga memunculkan LKM berbasis syariah dimana masih tergolong lembaga informal, maka bagi keperluan pengembangannya agar menjadi lembaga keuangan yang baik dan sehat, perlu didukung oleh tersedianya lembaga yang memadai. Minimal kelembagaan tersebut mencakup aspek legal maupun aturan-aturan lain yang terkait serta adanya jaringan yang kuat, baik antar LKM maupun antara LKM dengan lembaga keungan lainnya.
Kegiatan Lembaga Keuanga Mikro Syariah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan LKM konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbeda dalam hal akad dan transaksinya, yaitu sistem syariah tidak memperkenankan adanya bunga. LKM dengan sistem syariah ini diharapkan dapat menggantikan sistem konvensional yang bertumpu pada instrumen bunga. Melalui sistem ini dapat dikembangkan  bentuk-bentuk pembiayaan untuk usaha kecil dengan menggunakan cost plus  dan profit sharing. Adapun kegiatan LKMS antara lain adalah; jual beli, titipan (wadi’ah), mudharabah, musyarakah, zakat dan jasa lainnya.

Meskipun merupakan industri yang relatif baru berkembang, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar mayoritas muslim merupakan potensi yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah. Hal ini akan menjadi daya tarik investor baik domestik maupun internasional untuk mengembangkan bisnis di Indonesia khususnya lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam kaitan ini, pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun  dirinya sendiri. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan  sebaliknya. Kebijakan itu tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) masyarakat.
Dari sisi undang-undang kemunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah direspon positif oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 yang disempurnakan dengan lahirnya UU No.10 1998 yang mentapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut dual banking system, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Eksistensi bank syariah semakin diperkuat dengan adanya UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan diubah menjadi UU No.3 tahun 2004 yang memungkinkan diterapkan kebijakan moneter berdasarkan prisip-prinsip syariah.
  
Munculnya kedua undang-undang tersebut menjadi era baru bari perkembangan perbankan syariah di Indonesia, jumlah bank syariah tumbuh pesat begitu pula dengan aset yang dimiliki. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diikuti dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya. Program linkage antara bank syariah dengan LKMS, dalam hal ini BPRS dan BMT, bahkan dikembangkan pula sinergitasnya dengan lembaga-lembaga keuangan sosial seperti institusi zakat dan waqaf untuk menopang perluasan sektor riil dan UKM.
  Saat ini, jumlah BMT di Indoensia telah mencapai lebih dari 5000 unit, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT di Indonesia berprospek tumbuh karena didukung oleh potensi sumber daya manusia, di mana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, dan mampu menyelaraskan gerak roda perekonomian umat terutama ekonomi mikro.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sesuai dengan konsepnya, merupakan mitra yang sesuai untuk segmen UKM. Terdapat dua hal pokok yang menjadi latar belakangnya yaitu: pertama, dari sisi permintaan, sektor UKM lebih merepresentasikan aktivitas bisnis di Indonesia. Turunnya kontribusi pengusaha besar sebagai dampak krisis ekonomi mengharuskan sektor UKM bangkit, tumbuh dan berkembang yang tentunya memerlukan dukungan finansial yang cukup besar dengan sistem yang lebih adil. Kedua,  karakteristik lembaga keuangan syariah yang dapat dikatakan built in bahwa sasaran utama atau keberpihakan perbankan syariah adalah pengembangan UKM. Hal tersebut terkait dengan prinsip dasar operasional, yakni fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang turut aktif dalam pengembangan sektor produktif/riil dan berperan sebagai jembatan distribusi kesejahteraan. Hal tersebut di atas juga merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh perbakan syariah. 
D. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1.  Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Baitul Maal wa Tamwil terdiri dari dua kata, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh, yang penyalurannya di alokasikan kepada mereka yang berhak sesuai denga aturan agama dan sesuai dengan manejemen keuanga modern. Dalam pengelolaan zakat ini, Baitul Maal tidak mendapatkan keuntungan financial, karena hasil zakat tidak boleh menjadi ladang bisnis bagi Baitul Maal.

Menurut M. Amin Aziz,
  BMT adalah lembaga lembaga swadaya masyarakat dalam artian, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutaman sekali pada awal pendiriannya biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri. Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi yang tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat, disamping itu karena konsep koperasi sudah dikenal luas dimasyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. 
Istilah Baitul Maal telah ada dan tumbuh sejak zaman Rasulullah SAW, meskipun saat itu belum berbentuk suatu lembaga yang permanen dan terpisah. Kelembagaan Baitul Maal secara mandiri sebagai lembaga ekonomi berdiri pada masa khalifah Umar Bin Khattab atas usulan seorang ulama fiqih bernama Walid bin Hisyam. Sejak masa tersebut dan masa kejayaan Islam selanjutnya (Dinasti Abbasiyah dan Umayyah), Baitul Maal telah menjadi lembaga yang cukup vital bagi kehidupan Negara, ketika itu Baitul Maal telah menangani bermacam-macam urusan mulai dari penarikan zakat (juga pajak), ghanimah, sampai membangun fasilitas umum lainnya.

Sedangkan dalam Manual Sistem Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil dijelaskan bahwa, Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) adalah lembaga yang menggalang titipan dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan dana sosial lainnya yang tidak bertentangan denga syari’ah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi sosial, jadi BMT memerankan dirinya untuk membantu kesulitan anggotanya dan keluar dari masalah sosial yang dihadapinya dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, shadaqoh, waqaf (ziswaf), iuran kesetiakawanan Sosial, Sumbangan/Hibah dan lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, ciri-ciri utama Baitul Maal adalah :
 

a. Visi dan misi pengelolaan dana adalah tujuan sosial

b. Non profit (nirlaba)

c. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemberi dana sosial / zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik)
d. Tidak dibenarkan mengambil profit apapun dalam operasionalnya

e. Biaya operasi mengambil hak sebagai amilin maksimal sebesar 12,5% dari dana sesuai sosial yang diterima.

Sedang Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkannya melalui pembiayaan usaha-usaha produktif atau kegiatan konsumtif masyarakat lainnya. Dalam  Manual Sistem Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil yang di keluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dijelaskan bahwa, Baitul Tamwil (Baitul = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Di samping itu, sebagai Bait at Tamwil,  BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah yang paling mendasar dan sering digunakan adalah basi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan  fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah.
Pada sisi ini, BMT merupakan lembaga bisnis yang harus menjalankan usahanya demi mencapai keuntungan, dan harus menggunakan manajemen moderen dan profesional. Ciri-ciri operasional Baitul at-Tamwil tersebut antara lain :

a. Visi dan misi pengelolaan dana adalah menggunakan prinsip ekonomi

b. Operasinalnya profit oriented (berorientasi pada keuntungan)
c. Dijalankan sesuai dengan prinsip Islam
d. Memiliki fungsi sebagai mediator antara surplus fund dan masyarakat yang mengalami defisit fund

 Bila kedua istilah tersebut digabungkan, maka akan dapat dipahami bahwa BMT adalah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat  bawah dan kecil, baik itu untuk kepentingan sosial (seperti ziswaf) maupun pembiayaan untuk usaha produktif yang dijalankan berdasarkan syariat Islam.Dua keutamaan itulah yang membuat BMT memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya dan menjadikan BMT sebagai sebuah institus yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami oleh sebagian  besar rakyat Indonesia dewasa ini.
Suhrawardi dalam bukunya “Hukum Ekonomi Islam” menerangkan bahwa secara umum BMT dapat diartikan sebagai kelompok swadaya masyarakat dan lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan  usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan serta menerima zakat, infaq dan shadaqah dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sedangkan dalam redaksi lain dijelaskan bahwa BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani usaha kecil berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungannya sendiri.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pola pengembangan lembaga keuangan mikro syraiah berbentuk BMT tersebut diadopsi dari  Baitul Maal yang ada pada masa Nabi SAW, dan Khalifa al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur, pendayagunaan harta zakat, sedekah, infak dan wakaf, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif layaknya bank.
Secara kelembagaan, BMT merupakan hasil prakarsa dari PINBUK,
 terbentuknya lembaga Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) pada tahun 1995 yang menjadi salah satu tonggak penting pergerakan BMT, lembaga ini didirikan oleh MUI, ICMI dan direktur utama Bank Muamalat Indonesia.
 PINBUK memperkenalkan serta mempopulerkan istilah BMT.  PINBUK pula yang paling giat mendorong pendirian BMT di berbagai wilayah di Indonesia. 
PINBUK Sebagai lembaga pendukung primer mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil, dan memberdayakan masyarakat denga tingkat ekonomi lemah. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT diharapkan dapat menetaskan usaha kecil.
 Keberadaan BMT merupakan representasi kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan itu BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.
BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi,  BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.
Beranjak dari pengertian di atas, untuk mengetahui lebih dalam mengenai BMT sebagai lembaga ekonomi dan keuangan mikro syariah, perlu dipahami visi dan misi serta ciri-ciri dari BMT tersebut, diantaranya :
Visi BMT adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat serta kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wakil pengabdi Allah, memakmurkan kehidupan anggota khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Sedangkan misi BMT antara lain adalah :

a. Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
b. Gerakan pemberdayaan, meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
c. Gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

Dengan adanya visi dan misi BMT di atas, dapat pahami bahwa BMT berupaya menjadi lembaga keuangan yang mandiri dan berkualitas, baik itu dari segi kelembagaan maupun dari segi keanggotaan dan sumber daya manusia yang terlibat didalamnya, sehingga BMT diharapkan dapat menjadi pelopor perubahan bagi masyarakat secara menyeluruh dan membawa dampak positif bagi kelangsungan ekonomi masyarakat menuju masyarakat makmur yang berkeadilan.
Adapun ciri-ciri BMT antara lain adalah :

a. BMT didirikan dengan semangat kejamaahan, yaitu semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi masyarakat itu sendiri.

b. Pendirian BMT minimal 20 orang sebagaimana pada koperasi biasa

c. BMT dikelola oleh manajer yang profesional yang dilatih untuk mengelola BMT tersebut.

d. Sistem operasional BMT telah disiapkan sebelumnya dalam bentuk manual atau pedoman kerja yang baku dan serupa antara BMT se-Indonesia.

e. BMT memiliki lembaga supervisi yang membina secara teknis pembukuan dan manajemen BMT, yaitu PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)

Dalam redaksi lain, A. Djazuli mengemukakan ciri utama BMT adalah:

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.

b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat.

c. Ditumbuhkan dari bawah berasarkan peran serta masyarakat disekitarnya.

d. Milik bersama anggota dan masyarakat dari lingkungan BMT itu sendiri, buka milik perorangan dari luar masyarakat.

e. Staf dan karyawan BMT bertindak  aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu, tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.

f. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah

g. BMT mengadakan pengajian secara berkala, biasanya  bertempat di mesjid atau madarasah, setelah pengajian biasanya dilajutkan denganperbincangan mengenai bisnis dari para nasabah BMT.

h. Manajemen BMT dilaksanakan dengan profesional dan Islami,

Selain kedua pendapat diatas, Baihaqi Abdul Madjid mengemukakan pendapat lain tentang ciri-ciri BMT, diantaranya: 

a. Modal awal untuk pendirian lebih kurang Rp. 3.000.000.- sampai dengan Rp.10.000.000.- ditambah dengan fasilitas dan sarana prasaran sekitar Rp.10.000.000.-.

b. Jaminannya adalah dengan mengutamakan kepercayaan karena daerah operasionalnya tidak luas

c. Mitra organisasi terintegrasi dengan lembaga lokal, misalnya pengajian, lingkungan mesjid dan pesantren.

d. Biaya operasional sangat rendah, antara lain karena sedikitnya jumlah staf dan dapat beroperasi pada kondisi yang tidak mewah.

Menurut PINBUK, yang menjadi ciri khas BMT adalah :

a) Staf dan karyawan BMT bertindak  aktif, pro-aktif, dinamis, tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota penyimpan/peminjam baik anggota yang diimbau untuk menempatkan dananya mapun untuk pembiayaan usahanya.

b) Kartor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor dan mensuvervisi usaha anggota baik calon penyimpan maupun anggota peminjam (pembiayaan usaha). Namun pembicaraan mengenai bisnis dan transaksi dapat dilakukan diluar kantor.

c) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah atau anggota BMT. Setelah pengajian biasanya diadakan diskusi mengenai pengalaman dari para anggota.
d) Manajemen BMT adalah profesional dan Islami :

1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

2) Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemuka masalah, menganalisa masalah dengan tajam dan menyelesaikan denga bijak, bijaksana.

3) Berfikir, bersikap dan berprilaku ahsanu ‘amalaa (service excelence)

Dari beberapa ciri yang teah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa, filosofi utama dari BMT adalah tumbuh dan berkembang bersama dan untuk masyarakat, kepentingan masyarakat, dilandasi oleh sikap profesionalisme dari para pengelola dan bersumber pada ketentuan-ketentuan Islam. Berperan aktif dalam membangun perekonomian masyarakat secara umum, dan anggota secara khusus, serta melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap para anggota untuk menanamkan nilai-nilai Islami dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka khususnya bidang ekonomi.
2.  Prinsip Operasional BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah

a. Prinsip operasional
Sosialisasi sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari kewajiban manusia atas dakwah konsep Islam yang konprehenship. Karenanya tujuan dari upaya ini bukan hanya sekedar perhitungan atas tingkat kemampuan konsep dan  praktek lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi kewajiban agama.

Islam berbeda dengan agama lain, karena Islam didasari oleh landasan al-Quran dan Sunnah. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam dapat diterjemahkan kedalam teori dan juga diinterpretasikan kedalam praktek kehidupan tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan dengan orang lain. Dalam ajaran Islam perilaku individu dan masyarakat diarahkan kepada cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaiaman cara menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subjek yang dipelajari dalam ekonomi Islam, sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dengan ekonomi konevnsional. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam.

Islam adalah jalan hidup yang praktis yang mengajarkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangan. Islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia (Human Nature).
Aktifitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat moderen untuk membawa mereka kepada dua konsep ajaran al-Quran:

1. Prinsip al-Ta’awun, yaitu saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk mencapai kebaikan, sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Almaidah : 2)

2. Prinsip menghindari al-Iktinaz yaitu menahan uang/dana dan membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...(QS. Annisa : 29)

Dengan adanya dua prinsip diatas, maka kegiatan perekonomian atau perbankan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, karena ajaran tersebut telah diatur dalam ajaran Islam secara universal dan konprehensip bagi seluruh manusia.

Dalam setiap kegiatan manusia, Islam selalu memberi tuntunan agar manusia tidak masuk kejalan yang sesat. Begitu juga halnya dalam setiap kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dalam menjalankan setiap aktifitas hidup mereka sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. 

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan syar’i tentang keberadaan lembaga keuangan mikro demikian juga BMT sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah adalah: 

1. Larangan Riba

Dalam transaksi keuangan, ekploitasi maupun ketidak adilan mungkin saja terjadi. Dalam hal transaksi simpan pinjam misalnya, Islam melarang mengenakan denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran hutang, karena prinsip hutang sejatinya adalah prinsip menolong orang (Tabarru’) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam (Tabarru’). Disamping itu, pengambilan keuntungan  sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan riba nasi’ah, dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan.
Dalam hal ini satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang pasti sedangkan pihak lain belum memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukannya. Mengenai riba sendiri Allah telah menegaskan tentang keharaman perilaku riba sebagaimana tercantum dalam Al-Quran :

a. Al-Quran surah al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnyA”.
b. Al-Quran surah ali-Imran : 130

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”
c. Al-Quran surah ar-Ruum : 39

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dari beberapa ayat di atas jelaslah bahwa Allah tidak mengizinkan riba dalam bentuk apapun, bahkan ancaman yang berat bagi orang-orang yang melakukan riba, untuk mempertegas larangan riba tersebut, DSN MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman riba pada tahu 2003.  Namun disisi lain harus diakui bahwa lembaga keuangan yang ada saat ini masih banyak yang menggunakan sistem bunga yang mengandung riba. 

Sebagai jalan keluar dari sistem ribawi tersebut, saat ini telah muncul lembaga-lembaga keuangan yang mengusung prinsip syariah, sistem keuangan yang bebas riba ini diharapkan dapat menjadi alternative terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu, penghapusan sistem bunga ini juga diyakini dapat membawa dampak makro yang sangat signifikan, dimana semua aktivitas investasi harus bebas bunga baik investasi langsung maupun tidak langsung seperti dunia perbankan.
2. Prinsip jual beli

Selain larangan riba, dalam aktivitas ekonomi Islami, perdagangan dan jual beli juga menjadi poin yang tidak kalah penting. Keutamaan mengenai perdagangan dan jual beli ini telah diatur oleh Allah dalam beberapa surat dalam Al-Quran, diantaranya:

a. Al-Quran Surah al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
Artinya: “.... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Prinsip dasar dalam setiapkegiatan muamalah adalah mubah atau boleh, seperti halnya jual beli, apabila memenuhi rukun dan syarat yang sah, maka bentuk jual beli tersebut dihalalkan dalam Islam. Namun bila ada indikasi atau karinah yang mengarah kepada bentuk terlarang misalnya ada unsur penipuan dalam jual beli maka jual beli menjadi terlarang.
b. Al-Quran Surah an-Nisa’ : 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa : 29)

Menurut Ahmad Musthofa al-Maraghi,
 makna dari “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu” mengindikasikan sekaligus mengigatkan bahwa umat Islam harus saling bahu membahu dalam menjamin hak-hak dan kemaslahatan bersama, seakan-akan harta setiap orang dari mereka adalah harta umat seluruhnya.
Perniagaan yang didasarkan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, merupakan dasar dari halalnya jual beli atau perniagaan, tetapi meskipun suatu transaksi telah didasari pada prinsip suka sama suka atau kerelaan dari dua belah pihak, transaksi tersebut tidak termasuk kedalam transaksi yang dilarang oleh hukum syara’,  seperti yang terungkap dalam kaedah fiqih :

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: Yang menjadi hukum dasar atas segala sesuatu adalah dibolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

c. Hadits riwayat Tarmidzi dan Hakim

عن أبي حمزة, عن الحسن, عن أبي سعيد, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين, مع والصديقين والشهداء
Artinya: “Dari Abi Hamzah, dari hasan, dari Abi Sa’ad, dari Nabi SAW bersabda : pedagang yang jujur dan di terpercaya akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang terpercaya (benar) dan para syuhada”

3. Prinsip Keadilan

Dalam Islam, keadilan merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan dari semua tindakan manusia. Keadilan harus diterapkan disemua aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dalam proses produksi misalnya, keadilan harus menjadi  penilai yang tepat mengenai faktor-faktor produksi dan kebijakan harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan kadar yang sebenarnya, dalam hal konsumsi, keadilan harus dijadikan sebagai pendorong efisiensi dan  pemberantas pemborosan yang cenderung merugikan.
Sebagai dasar mengenai keadilan ini, Allah menjelaskan dalam al-Quran surat an-Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِيَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(An-Nahl : 90)

Beberapa pakar mendefenisikan “adil” dengan menempatkan sesutau pada tempat yang semestinya. Ada pula yang mengatakan bahwa adil adalah memberikan kepada para pemiliki akan hak-haknya melalui jalan terdekat. Ini bukan saja menuntut seseorang memberi hak kepada pihak lain, tetapi juga hak tersebut diserahkan tanpa menunda-nunda. Sebagaimana sabda Nabi yang maknanya : “Penundaan utang dari seseorang yang mampu membayar utangnya adalah penganiayaan”

4. Kebersamaan dan tolong menolong

Kebersamaan dan tolong menolong merupakan satu prinsip pokok dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip tolong menolong dalam menggapai kemaslahata bersama telah menjadi perintah Allah yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti yang telah diatur oleh Allah dalam al-Quran surat Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (al-Maidah :2)

Kata Ta’awun adalah mashdar dari kata ‘awana  yang berarti bertolongan, bantu membantu.
 Kebersamaan dan tolong menolong merupakan watak dan sifat  masyarakat menurut ajaran Islam. Tolong menolonng dan kebersamaan itu harus terwujud dalam berbagai aktivitas kehidupan muslim, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, salah satu bentuk sikap tolong menolong dalam hal ekonomi dapat tercermin dalam kegiatan lembaga keuangan syariah seperti BMT, yang didirikan secara bersama-sama untuk mencapai tingkat kemakmuran secara bersama-sama pula. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, tolong menolong itu akan semakin nyata karena lembaga seperti BMT ini biasanya didirikan untuk membantu para pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha mereka dikarenakan sulitnya menjangkau lembaga permodalan yang lebih besar seperti perbankan.
Tujuan utama pendirian BMT adalah untuk membantu atau menolong masyarakat yang membutuhkan dana di disekitar BMT, sistem tolong menolong yang dilakukan di BMT pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, nasabah akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses permodalan, disisi lain BMT akan mendapatkan bagian margin dari pembiayaan yang diberikan.
Disamping tolong menolong, kebersamaan juga menjadi hal penting dalam operasional BMT, kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama berupa kemakmuran sesama anggota dan lembaga. Kebersamaan tersebut juga dijelaskan dalam al-Quran surah al-Qashash: 77 

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِين
Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash : 77)

E. Sejarah Proses Pendirian dan Perkembangan BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

1. Sejarah beridirinya BMT

Istilah Baitul Maal telah ada dan tumbuh sejak zaman Rasulullah SAW, meskipun saat itu belum terbentuk suatu lembaga yang permanen dan terpisah. Kelembagaan Baitul Maal secara mandiri sebagai lembaga ekonomi berdiri pada masa khalifah Umar Bin Khattab atas usulan ahli fiqih bernama Walid bin Hisyam.
Sejak masa tersebut dan masa kejayaan Islam (Dinasti Abbasiyah dan Umayyah) Baitul Maal telah menjadi institusi yang sangat vital bagi kehidupan Negara, ketika itu Baitul Maal telah menangani berbagai macam urusan kenegaraan mulai dari penarikan zakat, pemungutan pajak, ghanimah sampai kepada pembangunan fasilitas umum lainnya.

Di Indonesia, lembaga keuangan mikro syariah mulai dikenal pada tahun 1980an yang ditandai dengan BMT Tekonosa Bandung dan BMT Ridho Gusti di Jakarta, namun sayang kedua lembaga tersebut tidak dapat bertahan lama. Krisis moneter pada akhir dasawarsa 1990 yang melanda Indonesia diyakini oleh banyak pihak sebagai konsekwensi logis dari lepasnya keterikatan antara sektor moneter dan sektor riil. Perbankan (konvensional) sebagai pelaku utama ekonomi sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas telah berkembang sedemikian cepat sementara disisi lain sektor riil tertinggal di belakang karena memerlukan waktu yang lama untuk memproses input menjadi output. Akibatnya, perbankan konvensional mengalami non performng loan yang sangat tinggi dan bahkan mengalami negative spread. Sementara itu, lembaga keuangan syariah yang memiliki keterikatan yang tinggi antara sektor moneter dan sektor riil tidak mengalami goncangan yang berarti dan justru memperlihatkan ketangguhan dalam menghadapi gelombang krisis.
Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 1992 tentang perbankan telah memberikan peluang yang sangat luas bagi tumbuhnya Bank yang berbasis syariah di Indonesia. Bank Syariah pertama yang muncul adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang di prakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1991, saat terjadi krisis yang mengguncang perekonomian Indonesia yang menyebabkan banyaknya perbankan konvensional mengelami masalah keuangan dan bahkan ada yang sampai bangkrut dan operasionalnya harus ditutup, Bank Muamalat yang otomatis menggunakan sistem syariah malah memperlihatkan kinerja yang baik dan mampu bertahan dengan baik.
Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, muncul peluang baru  yang cukup besar untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah, operasional BMI yang kurang mampu menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah memunculkan ide untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional dan keterbatasan Bank Muamalat Indonesia menjangkau para pengusaha kecil dan menengah di berbagai daerah.
Kelahiran BMT yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ISMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Mumalat Indonesia pada tahun 1995, semakin berkembang setelah ICMI, MUI dan BMI menginisiasi terbentuknya Pusat Inkubas Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai lembaga pendamping dan pengembangan BMT.
 Setelah dikelola dan dikembangkan oleh ICMI melalui badan otonom PINBUK pada tahun 1995, BMT telah berubah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat kalangan bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Maka tidak mengherankan, jika BMT berkembang sangat pesat. Menurut data Asosiasi BMT seluruh Indonesia di tahun 2011 telah ada 5000 unit BMT di seluruh Indonesia dengan total aset lebih dari Rp. 3 trilyun dan 3600 unit diantaranya berada di bawah binaan langsung PINBUK.
 
Jadi, secara kelembagaan BMT didampingi dan dikembangkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), PINBUK berposisi sebagai lembaga primer karena mengemban misi menetaskan usaha kecil. Bimbingan yang diberikan kepada BMT diharapkan mapu menetaskan usaha kecil.
 Untuk itu keberadaan BMT diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat kecil dan sektor informal.
Tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk membebaskan diri dari riba berimbas pada makin maraknya sektor moneter yang berbasis syariah, mulai dari kalangan atas hingga kalangan tingkat bawah termasuk lembaga keuangan mikro syariah sperti BMT, pesatnya perkembangan lembaga keuanga mikro seperti BMT menunjukkan keberadaan lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Menjamurnya BMT harus disikapi secara bijak, disatu sisi, perkembangan tersebut adalah menggembirakan, namun disisi lain akuntabilitas keuangan BMT tersebut perlu dipertanyakan. Jika pelaporan keuangan Bank Syariah dan BPR Syariah relatif dapat dipertanggungjawabkan karena harus sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) yang selalu dipatau oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, namun tidak demikian dengan BMT karena belum adanya ketentuan mengenai hal itu, meskipun bentuk kegiatannya hampir sama.
Berdasarkan kajian Kantor Kementerian Koperasi dan UKM seperti yang di ungkapkan Menteri Koperasi dan UKM  Syarif  Hasan, LKM hanya mampu melayani 2,5 juta dari 39 juta entitas UMKM dan hanya menyediakan dana sekitar 6 persen dari kebutuhan pembiayaan UMKM. Dengan melihat kondisi ini diperkirakan masih diperlukan tidak kurang dari 8000 unit LKM baru untuk melayani UMKM yang saat ini berjumlah 52 juta, namun disisi lain perkembangan ini tidak diikuti dengan pengelolaan BMT secara profesional. Diduga saat ini masih banyak BMT yang melakukan praktik-praktik operasional yang  jauh dari nilai-nilai syariah Islam. Pelaporan keuangan BMT juga masih banyak yang merujuk pada standar akuntansi konvensional, ini merupakan preseden buruk bagi lembaga keuangan Islam.

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT menghadapi persoalan klasik berupa tidak adanya standarisasi BMT dalam hal manajemen, pengelolaan administrasi serta laporan keuangan, disamping itu persoalan badan hukum juga masih membutuhkan perhatian khusus mengingat masih BMT yang beroperasi tidak memiliki badan hukum yang jelas, dan para pengelola BMT sendiri juga mengalami persoalan, mengingat BMT sejatinya adalah lembaga keuangan bukan bank, tetapi praktik kerjanya justru sama dengan perbankan. Keadaan ini sesungguhnya menjadi dilematis, antara ketidak jelasan badan hukum lembaga dengan kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan keberadaan lembaga ini untuk menopang kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.
Keberadaan BMT ini semakin terasa penting disaat masyarakat berhadapan dengan para pelepas uang (rentenir) yang setiap saat mampu memberi pelayan yang cepat dan tanpa banyak persyaratan meskipun disisi lain sangat memberatkan bagi masyarakat untuk melakukan pengembalian atas dana yang mereka peroleh. Diharapkan dengan kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, keberadaan BMT diharapkan dapat melakukan berperan antara lain :

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi ribawi (non-syariah)

Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan denagan mengadakan berbagai forum kajian ekonomi syariah, pengajian maupun bentuk sosialisasi lainnya.

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan bagi usaha kecil

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi lembaga keuangan mikro Islam, seperti mengadakan pendampinagn, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah maupun masyarakat umum.

c. Melepaskan ketergantungan kepada para rentenir (pelepas uang)

Kemampuan rentenir dalam memenuhi keinginan permodalan yang dibutuhkan oleh masyarakat, memunculkan ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan para rentenir tersebut. Untuk itu, BMT selaku lembaga keuangan yang muncul dan berbasis dari masyarakat harus mampu memberikan pelayanan terhadap semua kebutuhan masyarakat seperti ketersediaan permodalan yang di butuhkan.

d. Menjaga keadilan eknomi masyarakat dengan distribusi yang lebih merata.

BMT merupakan lembaga yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang penuh dinamika, dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah evaluasi dalam rangka menentukan skala prioritas yang harus diperhatikan, seperti analisis kelayakan berbagai usaha masyarakat yang akan di beri pembiayaan.

Dalam menjalankan perannya tersebut, BMT harus mempunyai beberapa komitmen yang harus di jaga konsistensinya, diantara komitmen tersebut adalah:

a. Menjaga nilai-nilai dalam operasional BMT

Dalam operasionalnya, BMT bertanggung jawab tidak hanya terhadap nilai-nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Sebagai bentuk tanggung jawab BMT terhadap nilai-nilai dimaksud, maka setidaknya BMT harus memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian (Usrah)

b. Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil

BMT semestinya tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah lainnya. Semestinya BMT memiliki semacam biro konsultasi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah terutama terkait dengan usaha maupun persoalan sosial, agama dan problem lainnya.

c. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan BMT dari waktu ke-waktu

Tuntutan profesional dalam pengelolaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan BMT, sikap profesional yang dimiliki oleh BMT dalam menjalankan aktivtasnya akan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak terhadap BMT tersebut, untuk itu pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki sehingga lebih profesional dari waktu kewaktu menjadi sesuatu yang mesti dilakukan dengan prinsip yang berkesinambungan.

d. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat (nasabah)

Sebagai bentuk kepedulian dan hubungan baik antara BMT dengan nasabah, BMT perlu turut serta membantu nasabah untuk menjaga kesinambungan usaha-usaha yang dijalankan oleh para nasabah, keterlibatan BMT dalam didalam ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang juga memiliki fungsi sebagai pengelola zakat, infaq dan shodaqah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam pembayaran pembiayaan.
2. Proses pendirian BMT

Baitul Maal wat-Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukm operasi.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil.
 Namun demikian, jikan dengan badan hukum KSM atau koperasi telah berkembag dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat  Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

Hal utama yang diperlukan dalam pendirian BMT adalah permodalan, dengan permodalan yang memadai akan membuat operasional suatu lembaga dapat berjalan dengan baik dan akan berkembang dengan semestinya. Demikian halnya dengan lembaga keuangan mikro seperti BMT, adanya modal merupakan hal yang sangat krusial karena kegiatan yang dilakukan oleh BMT adalah memberikan bantuan dalam hal pembiayaan dengan skala kecil dan menengah. Jadi tanpa adanya modal, maka suatu BMT atau lembaga keuangan tidak akan mampu beroperasi.

Modal awal dalam pendirian BMT berkisar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Namun  demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal, dapat dimulai dengan modal Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) bahkan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri dari antara 20 sampai 44 anggota pendiri,
 ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat.

Selain modal, hal terpenting adalah masalah badan hukum. Dengan badan hukum, menunjukkan bahwa lembaga tersebut berdiri dalam bentuk kelompok atau berupa koperasi dan terdaftar secara sah, baik itu di Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) atau kementerian koperasi dan UKM ataupun di lembaga lainnya. Secara umum, BMT didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi, yaitu:

a. KSM atau kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat mandat keterangan operasional dari PINBUK

b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah

c. Koperasi simpan pinjam
Sedangkan tahapan yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut:

a. Pemrakarsa membentuk panitian persiapan pendirian BMT (P3B) dilokasi tertentu seperti di mesjid, pesantren, desa, keluarahan, kecamatan atau lainnya.

b. P3B mencari dana sebagai modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 5.000.000.- sd Rp. 20.000.000.- untuk segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat bersumber dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya.

c. Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3-5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam menjalankan kebijakan di BMT.

d. Melatih 3 orang calon pengelola dengan bekerja sama dengan PINBUK selaku lembaga pendamping.

e. Melakukan persiapan-persiapan perkantoran dan formulir yang diperlukan

f. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat

Untuk melihat lebih rinci mengenai proses pendirian BMT dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.5 : Bagan Pembentukan BMT.




























3. Perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia

Sistem keuangan pada prinsipnya adalah kumpulan pasar, institusi, peraturan-peraturan dan teknik-teknik dimana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, dan jasa-jasa keuangan dihasilkan dan di tawarkan keseluruh bagian dunia. Sistem keuangan merupakan salah satu kreasi yang paling penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah mengalihkan dana (loanable fund) dari penabung kepada peminjam untuk kemudian di gunakan membeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi, sehingga perekonomian dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsip dalam perekonomian masyarakat.

Kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan, para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurusi keuangan sendiri-sendiri, untuk itu dibutuhkan  sebuah sistem keuangan yang mengatur tentang arus lalu lintas keuangan.

Sistem keuangan dalam perekonomian modern mamiliki sekurang-kurangnya tujuh fungsi pokok sebagai berikut :

a. Fungsi tabungan, sistem pasar keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan, Obligasi, saham dan instrumen utang lain yang duperjual belikan dipasar modal yang menjajikan suatu pendapatan dan dengan resiko yang rendah masyarakat penabung yang digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dapat diproduksi.
b. Fungsi penyimpanan kekayaan, instrumen yang diperjual belikan dipasar uang da pasar modal merupaka salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (yaitu menahan nilai aset yang dimiliki) sampai dana tersebut dibutuhkan untuk di belanjakan. 
c. Fungsi likuiditas, kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasa keuangan. Pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrumen-instrumen tersebut menjadi uang tunai. Lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai alternatief instrume simpanan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi.
d. Fungsi kredit/ pembiayaan, disamping untuk menyediakan likuiditas tinggi dan mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar uang juga menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi. Kredit merupakan pinjaman yang disertai dengan janji untuk membayar kembali dimasa akan datang.
e. Fungsi pembayaran, sistem keuangan juga menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro bilyet, kartu kredit, termasuk mekanisme kliring dalam perbankan.
f. Fungsi resiko, pasar  keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan da resiko pendapatan atau kerugian, hal tersebut dapat dilakukan dengan menjual berbagai polis asuransi.
g. Fungsi kebijakan, pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

Berbeda halnya dengan sistem keuangan konvensional, sistem keuangan Islam bebas dari prinsip bunga. Tingkat suku bunga yang merupakan sumber pendapatan yang diandalkan oleh sistem lembaga keuangan konvensional sangat terlarang dalam sistem Islam, pelarangan sistem bunga dalam sistem Islam mencakup seluruh aspek transaksi keuangan, baik yang terkait dengan investasi langsung maupun investasi tidak langsung, dengan model ini, sistem ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi alternatif terbaik bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Sistem keuangan Islam yang berpilarkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga, memposisikan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih kepada lembaga intermediasi investasi (investmen intermediari). Hal ini karena hubungan antara Bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal-pengusaha (sahibul maal-mudharib) daripada kreditur-debitur. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam yang ideal ditandai oleh sinergitas antara sektor keuangan dan sektor riil.

Melemahnya produktifitas sektor riil akan secara langsung (lebih cepat) dirasakan pula oleh sektor keuangan, karena bagi hasil yang akan diterima oleh lembaga keuangan akan menurun. Sebaliknya, jika sektor riil mengalami peningkatan produksi, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh sektor keuangan. Dengan demikian jika sistem bagi hasil dapat berjalan dengan efisien, maka pertumbuhan ekonomi semu tidak akan terjadi dan invenstasi akan mengarah kepada proyek-proyek yang efisien dan menguntungkan (profitable).

Bagian yang sangat penting dalam sistem ekonomi moderen dalam melayani jasa-jasa keuangan adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (Claims) dibandingkan dengan aset non finasial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Disamping itu lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Lembaga keuangan sangat berperan besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri moderen.  Produksi skala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang sangat besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan permodalan dalam rangka pengembangan usaha, lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi ditengah masyarakat, meskipun tidak semua mewakili kepentingan masyarakat luas.

Lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam berbagai cara, pengelompokan yang paling umum adalah berdasarkan kemampuan lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat dibedaka menjadi lembaga keuangan depositori (depository financial institution) dan lembaga keuangan non depsoitori (non depository financial institution).

Lembaga keuangan non depositori atau sering juga disebut lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam kelompok ini adalah lembaga keuangan mikro yang melayani nasabah usaha kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan depositori atau bank. Lembaga keuangan ini sering disebut dengan lembaga pembiayaan mikro.

Lembaga pembiayaan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok besar yakni : Pertama, bank yang membuka unit khusus melayani usaha mikro seperti BRI unit dan BPR yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air, dan kelompok Kedua adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan simpan pinjam syariah yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Disamping itu terdapat lembaga keuangan mikro lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta, seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB) Menurut Asian Development Bank (ADB), LKM (microfinance) adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan (deposit), kredit (loans), pembagyaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insurance to poor and low income household and their microenterprises). Lembaga Keuangan Mikro sendiri dapat berbentuk: 1) lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, 2) lembaga semiformal semisal organisasi nonpemeritah, 3) sumber-sumber informal seperti pelepas uang.

Dengan demikian, jasa keuangan mikro memiliki lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga pinjaman, LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan Usaha Mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Pada umumnya, jasa pinjaman tersebut dalam bentuk layanan pembiayaan (kredit) atau pembiayaan lain. Sebagai lemabaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat. Pada banyak LKM, kegiatan menghimpun dana (saving) dijadikn prasyarat bagi adanya kredit walaupun pada akhirnya sering kali jumlah kredit yang diberikan lebih besar dari dana yang berhasil dihimpun.
Selain itu, LKM berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktivitas ekonomi disini tidak bisa dibedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha.
 Hal ini berarti bahwa Usaha Kecil pun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.
Gambar 2.6  : Bentuk Sistem Keuanga di Indonesia





















Seiring dengan perkembangan penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di bidang keuangan, telah turut memunculkan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang lebih dikenal dengan LKMS. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga terdapat tujuan sosial. Salah satu bentuk LKMS yang telah berkembang dengan baik saat ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Salah satu tujuan pendirian LKMS ini adalah untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha kecil dalam memenuhi permodalan sebagai akibat dari keterbatasan akses terhadap dunia perbankan.

BMT sebagai lembaga keuangan yang tumbuh atas dasar peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat khususnya pengusaha kecil dan menengah.

Diakui atau tidak keberdaan LKMS berupa BMT telah mampu menjadi alternatif sumber pendanaan bagi pengusaha kecil yang ada selama ini, khususnya perngusaha kecil yang bersifat informal, walaupun secara nasional lembaga ini belum mampu memberi kontribusi yang besar bagi pengembangan ekonomi seperti yang dilakukan oleh dunia perbankan, namun setidaknya telah memberikan peluang yang cukup baik bagi para pengusaha kecil khususnya yang bersifat informal untuk mengembangkan usaha dan sebagai jawaban atas kesulitan mereka untuk menjangkau layanan permodalan yang ditawarkan oleh perbankan.

F. Organisasi, Kegiatan Usaha dan Produk-produk BMT

1. Organisasi BMT

Untuk memperlancar dan memudahkan tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendiskripsikan alur kerja maupun fungsi yang harus dilakukan oleh personil yang ada dalam sebauah BMT. Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok atau yang lebih dikenal dengan RAT (Rapat Anggota Tahunan), Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan.
Untuk masing-masing struktur memiliki tugas dan tugas yang berbeda, antara lai sebagai berikut :

a. RAT, merupakan struktur tertinggi yang merupakan forum untuk menghasilkan keputusan-keputusan maupun kebijakan yang akan dijalankan oleh lembaga BMT secara makro

b. Dewan Syariah, adalah struktur yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam rangka opersional BMT

c. Pembina Manajemen (Pengurus) bertugas utuk melakukan pembinaan terhadap jalannya BMT dalam rangka merealisasikan program yang telah ditetapkan pada RAT.

d. Manajer, bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin operasional BMT dalam rangka merealisasikan program kerja.

e. Pemasaran, bertugas untuk melakukan sosialisasi dan mengelola produk-produk BMT.

f. Kasir, yang bertugas untuk memberi pelayanan kepada nasabah terkait dengan semua transaksi keuangan

g. Pembukuan, yang bertugas melakukan pembukuan terhadap semua aktivitas keuangan, mencatat aset dan omzet yang ada di BMT.

Dalam struktur standar PINBUK selaku pemegang hak paten atas lembaga BMT, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan dewan syariah dan dewan Pembina Manajemen dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ajan dilakukan oleh manejer.
Manajer memimpin keberlangsungan Maal da Tamwil. Tamwil terdiri dari kegiatan pemasaran, kasir dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan Maal, pemasaran, kasr dan pembukuan.
Bentuk struktur organisasi BMT  standar PINBUK dapat dilihat dalam ilustrasi gambar berikut :

Gambar 2.7 :  Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK
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Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memilki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh :

a. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT

b. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT

c. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang

d. Jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menjalankan operasional BMT

2. Kegiatan Usaha dan Produk-produk BMT

Secara fungsional, operasional BMT hampir sama dengan BPR Syariah, yang membedakan hanyalah pada sisi ruang lingkup dan struktur, jika dilihat dari fungsi utama operasional BMT, terdapat dua fungsi utama yang dijalankan oleh BMT dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat, dua fungsi itu antara lain :

a. Fungsi pengumpulan dana (Funding) 

b. Fungsi penyaluran dana (Finacing) 

Dari dua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki dua sumber pendanaan yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yitau :

a. Dana Bisnis

b. Dana ibadah

Dana bisnis sebagai salah satu sumber dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya ketika diperlukan, tetapi dana ibadah tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali dana ibadah yang dimaksud berbentuk pinjaman.
Baitul Maal Wa at-Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja perputaran dana BMT secara sederhana dapat digambarkan pada skema berikut :

Gambar 2.8 : Cara Kerja Perputaran Dana BMT













Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bagaimana perguliran dan BMT, pada awalnya dana diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga memabayar simpanan pokok, simpaan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dan peralatan kantor, serta perangkat administrasi lainnya.Sebelum BMT memiliki penghasilan maka biaya operasional tetap diambil dari dana para pendiri tersebut.
Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.  Kegiatan keuangan dapat berupa penghimpinan dana dan penyaluran kembali daa tersebut kepada masyarakat khususnya anggota BMT. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat  dikelola oleh BMT tersebut memunculkan berbagai jenis produk pengumpul maupun produk penyaluran dana yang dapat digunakan oleh BMT anatara lain :

1. Produk Pengumpulan Dana (Funding)
a. Simpanan Wadi’ah (Simpanan Sukarela titipan)

Simpan Wadi’ah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/tranfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadi’ah ini ada dua jenis yiatu ;

1) Wadi’ah Yad Amanah (titipan murni) bisa berbentuk infak, zakat dan shodaqah yang akan diserahkan kepada yang berhak. Atau bentuk simpanan sukarela lainnya.

2) Wadi’ah Yad Dhamanah (titipan yang mengandung penanggung atau beban)

b. Simpanan Mudharabah (Simpanan Sukarela Bagi Hasil)

Simpanan Mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Variasi jenis simpanan ini dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, diantaranya adalah :

1) Simpanan idul fitri

2) Simpan idul adha

3) Simpanan haji

4) Simpanan pendidikan

5) Simpanan kesehatan, dan lainnya

Selain jenis simpanan di atas, BMT juga mengelola dana ibadah seperti zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil.

2. Produk Penyaluran Dana (Financing)
Ada berbagai jenis penyaluran dana atau pembiayaan yang dapat dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad yaitu;

a. Akad Syirkah

b. Akad Jual Beli

Dari ke dua jenis akad tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan lainnya adalah :

a. Pembiayaan Murabahah (kepemilikan barang jatuh tempao), yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana BMT dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota tersebut.

b. Pembiayaan Mudharabah(pembiayaan total bagi hasil), pembiayaan dimana BMT bertindak sebagai penyalur dana dan anggota sebagai penerima dana untuk usaha dengan bagi hasil keuntugan yang telah disepakati dan bila terjadi kerugian akan ditanggung secara bersama antara BMT dan anggota selama bukan akibat dari penyelewengan anggota

c. Pembiayaan Musyarakah (pembiayaan musyarakah bagi hasil), yaitu pembiayaan yang hampir sama dengan pembiayaan Mudharabah, perbedaannya adalah masing-masing pihak baik BMT maupun anggota memberikan kontribusi modal, masing-masng pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan hakanya dalam pelaksanaan.

d. Pembiaayaan Qardhul Hasan (pembiayaan kebajikan), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang tidak mampu atau dalam keadaan kesulitan untuk membiayai usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dituntut atas bagi hasil maupun margin keuntungan, tetapi mengembalikan pokoknya saja sebesar dana yang dipinjamkan.

Produk-produk diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT terkait dengan masalah keuangan. Selain produk diatas, BMT juga memungkinkan untuk  mengembangkan usaha-usaha dibidang sektor riil, seperti minimarket, penyewaan berbagai barang dan lain-lain. Disamping itu, BMT juga dapat berperan untuk memperkenalkan berbagai teknologi yang dapat mendorong peningkatan produktifitas para nasabahnya, mendorong munculnya industri rumah tangga,  mempersiapkan jaringan pemasaran yang kuat serta berbagai usaha lainnya yang bersifat jangka panjang dengan tidak mengenyampingkan usaha-usahayang bersifat jangka pendek.

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secar teknik finacial dapat dikembangka sebuah lembaga Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam parkateknya, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan produk yang dianggap aman dan profitable. Dalam memobilisasi dana misalnya,  BMT masih lebih menyukai produk bagi hasil Mudharabah, dengan pertimbangan tidak terlalu beresiko karena kapasitasnya sebagai mudharib serta penerapannya yang relatif lebih mudah. Tetapi sayangnya, bila menyaurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, BMT lebih memilih menggunaka prinsif murabahah dengan alasan produk tersebut mampu memberikan jaminan keuntungan dalam jumlah memamdai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat perjanjian ditandatangani.
Sebenarnya terdapat beberapa produk yang secara teknik finansial dapat dikembangkan oleh BMT untuk menjalankan usahanya. Seperti penghimpunan dana wadhi’ah, penghimpunan dan penyaluran dana mudharabah, penghimpunan dan penyaluran dana musyarakah serta penyaluran dana murabahah. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan beberapa teori dan praktek produk-produk di atas :

a. Penghimpunan dana wadhi’ah yad dhamanah
Dalam penghimpunan dana dari masyarakat, BMT dapat menawarkan produk jasa wadhi’ah, wadhi’ah menurut bahasa adalah titipan. Akad wadhi’ah termasuk kategori akad tabarru’ yakni aka yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antar sesama manusia dalam lingkungan sosialnya.
Prinsip dasar wadhi’ah menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib membayar biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dititipi secara otomatis, untuk keperluan pemeliharaan barang tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai dengan kadar kepatuhan atau berdasarkan kesepakatan dimuka antara kedua belah pihak pada waktu perjanjian wadhi’ah dibuat.
Demikian juga halnya penyerahan dana wadhi’ah, pada prinsipnya BMT boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah, karena ini menjadi haknya, dan nasabah wajib memenuhinya sebagai imbalan bagi jasa yang diberikan oleh BMT dalam memelihara harta (dana) yang dititipkan oleh nasabah kepadanya. Adapun mengenai besarnya biaya administrasi, kadarnya ditentukan berdasarkan pada parameter yang wajar dalam dunia perbankan.

Dalam prakteknya, sebagian pengelola BMT menyebut bonus wadhi’ah dengan istilah bagi hasil yang besarnya ditentukan dimuka atas dasar persentase angka-angka rupiah dengan membandingkan besaran suku bunga tabungan yang diberikan oleh bank konvensional dalam minat calon nasabah. Hal ini dilakukan karena para pengelola merasa kesulitan harus menjelaskan dengan semestinya prinsip-prinsip wadhi’ah menurut ajaran syariah, sementara pada saat yang sama pengetahuan kesyariahan nasabah sendiri sangat rendah. Disamping itu ditemukan pula bukti bahawa pegelola BMT melakukan hal yang sama karena kurang percaya diri dan menganggap pola yang ditawarkan BMT tidak lebih efektif darippada yang dilakukan oleh bank konvensional.

b. Penghimpunan dan penyaluran dana Mudharabah
Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang tersebar dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan modal, disebut shahib al-maal. sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (skil) selaku pengelola (mudharib) dan bertanggunggung gugur, misalnya mudharib sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menurut perhitunngan akal sehat dapat mendatangkan kerugian, memanfaatkan dana untuk kepentingan diluar usaha yang disepakati dan lain sebagainya. Dalam keadaan demikian, bila terjadi kerugian  shahib al-maal  dapat melakukan upaya hukum bilamana mudharib  menolak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat dari kelalaian yang disengajanya.
 

Dalam kerangka penghimpunan dana mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahib al-mal dan BMT sebagai mudharib. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana mudharabah ini kepada nmasyarakat dengan menunjukkan syarat-syarat penentuan porsi bagi hasilnya, dan perlu diingat bahwa BMT tidak diperkanankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan persentase tertentu seperti yang dilakukan oleh perbankan konvensional.
Adapun dalam rangka penyaluran dana mudharabah, BMT bertindak sebagai shahib al-mal dan nasabah bertidak sebagai mudharib. BMTmemberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan bagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap fleksibel. Karena landasan mudhrabah murni kepercayaan dari shahib al-mal,  BMT dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. 

Hal ini penting dilakukan karena sedikit saja kesalahan yang dilakukan, akibatnya sangat patal bagi BMT mengingat mudharabah selalu terkait dengan prinsip untung rugi. Bila usaha yang dilakukan oleh nasabah merugi, resiko finansial sepenuhnya ditanggung oleh BMT, kecuali bila terbukti kerugian itu muncul akibat kecerobohan yang dilakukan oleh nasabah.  Kendati demikian, guna meminimalkan kerugian yang mungkin timbul, BMT dapat memberikan batasan-batasan tertentu mengenai jenis usaha alokasi dana, dan waktu dimulainya usaha dan sebagainya, sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar perjanjian mudharabah itu sendiri.

c. Penyaluran dana Murabahah

Murabahah adalah salah satu produk yang sangat diminati oleh BMT, karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan serta dengan risk-factor yang mudah untuk diperhitungkan. Dalam penerpannya, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Awalnya BMT memilih barang sebagaimana dimaksud oleh pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark-up) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil oleh BMT atas transaksi nasabah tersebut berifat konstan atau tidak berkembang dan tidak pula berkurang serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dollar. Keadaan ini berlangsung hingga berakhirnya perjanjian atau akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.
Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dikaitkan secara penuh setelah jatuh tempo dan dapat pula dicicil selama periode tertentu, misalnya mingguan, atau bulanan sesuai kesepakatan bersama. Murabahah yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dikenal denga istilah Bai’ bitsaman ajil (BBA)

d. Penyaluran dana Musyarakah

Dalam akad musyarakah pihak  shahib al-mal dan mudharib ikut andil dalam penyertaan modal (equity patitipation) dan masng-masing pihak dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manjemen. Bila usaha yang dijalankan mendapat keuntungan, maka keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan diawal atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, secara proporsional biasanya bergantung kepada besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekuwensi keiukutsertaan pihak-pihak yang bermusyarakah dalam proses manajemen. Namun bila usahanya merugi, kedua pihak secara bersama-sama menanggung kerugian tersebut, karena musyarakah menganut azaz profit and loss sharing contract.
BAB III

METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian

Penelitian tesis ini akan di lakukan di kota Bukittinggi dengan menganalisis strategi pengembangan lembaga keuangan  mikro syariah khususnya yang berbentuk  Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) yang ada di Kota Bukittinggi. Alasan pemilihan tempat di kota Bukittinggi adalah penulis ingin melihat starategi yang digunakan  oleh KJKS BMT di Bukittinggi dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah KJKS BMT dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal kerja bagi pengembangan  usaha  para pengusaha kecil yang cenderung informal dan terdapat  cukup banyak di Kota Bukittinggi.
  Di samping itu, posisi Kota Bukittinggi yang merupakan tujuan wisata menjadikan Kota Bukittinggi memiliki peluang pengembangan ekonomi yang sangat potensial khususnya di sektor informal dan usaha kecil, penduduk Kota Bukittinggi yang mayoritas muslim juga menjadi alasan penulis memilih melakukan penelitian pada KJKS BMT yang ada di Kota Bukittinggi.  Kajian ini dilakukan dengan kegiatan meliputi, observasi awal  mengenai kondisi KJKS BMT,  pengumpulan dan pengolahan data, kajian pustaka, penelitian lapangan, penulisan laporan dan konsultasi dengan pembimbing.
B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus di Kota Bukittinggi, dengan melihat strategi pengembangan  Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Bukittinggi.
Penelitian ini didahului dengan mengadakan observasi awal mengenai strategi yang dijalankan oleh KJKS BMT di Kota Bukittinggi sebagai obyek penelitian, dilanjutkan dengan studi literatur untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat atau penolakan terhadap temuan hasil penelitian untuk mengambil kesimpulan.
C. Sumber dan Jenis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru.
 Data primer tersebut diperoleh dari wawancara langsung baik terbuka ataupun tertutup dengan pengurus dan pengelola BMT di Kota Bukittinggi, serta nasabah masing-masing BMT, BMT dimaksud adalah : BMT Al-Hijrah, BMT Al-Anshar, BMT Az-Hadi, dan  BMT Baitul Hasanah.

Selain data primer, untuk melengkapi data kepustakaan digunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan laporan-laporan, jurnal dan sumber lain  yang mendukung pada kelengkapan data yang dibutuhkan. 

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan menghimpun data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3. Wawancara (interview)

Wawancara dapat dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, untuk melengkapi data tersebut penulis melakukan wawancara secara terbuka dan tertutup. Wawancara secara terbuka diperoleh dengan wawancara langsung dengan para pengelola BMT serta nasabah. Sedangkan wawancara tertutup dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pengelola, pengurus dan nasabah  BMT.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan,
 berupa dokumen-dokumen yang mendukung terhadap penelitian. Dokuentasi ini penulis peroleh dari laporan kegiatan, laporan pertanggung jawaban pengurus saat RAT,  peraturan-peraturan, brosur dan lainya dari BMT yang menjadi objek penelitian.

5. Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur merupakan cara yang pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau keseluruhan data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya, seperti yang tertera dalam kepustakaan pada tesis ini.
 Penelusuran literatur dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis dan Pengolahan Data

Pengolahan data dan analisis data dilakukan secara deskriptip kualitatif  dengan mennggunakan analisis matrik EFAS dan IFAS serta matrik damak silang (cross impact matrix) terhadap strategi yang dijalankan  dalam upaya pengembangan lembaga,  analisis deskriptif dilakukan dengan cara menjelaskan dan menafsirkan secara rasional, obyektif dan konsisten.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa yang akan dianalisis, namun lebih difokuskan terhadap analisis strategi pengembangan. Analisis strategi pengembangan sendiri meliputi  analisis terhadap Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT) yang dilakukan untuk merumuskan strategi yang perlu diimplementasikan. Analisis ini menggolongkan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh  suatu perusahaan sebagai kombinasi dari faktor kelemahan (weaknesess) dan ancaman (threats), kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) 
Kekuatan merupakan sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah kompetisi khusus (distinctive competence) yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok dan faktor-faktor lain (Pearce dan Robinson, 2001). 
Kelemahan menurut Pearce dan Robinson (2001), merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kemampuan yang dapat menghambat kinerja efektif perusahaan. Sumbersumber kelemahan tersebut dapat meliputi fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, keterampilan pemasaran dan citra produk. 
Peluang merupakan situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan industri (Pearce dan Robinson, 2001). Perkembangan trend merupakan salah satu sumber peluang. Dalam hal ini identifikasi segmen pasar yang terabaikan, perubahan situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan antara pembeli dengan pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan. 
Ancaman merupakan suatu situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan industri. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi perusahaan, misal masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok utama, perubahan teknologi dan peraturan baru yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. 
Data yang diperoleh diklasifikasikan secara kualitatif menurut analisis lingkungan internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan LKM, serta analisis lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi LKM. Daftar peluang dan ancaman, serta kekuatan dan kelemahan tersebut harus dievaluasi. Untuk mengevaluasi peluang dan ancaman dapat digunakan matriks Evaluasi Faktor Strategi Eksternal atau EFAS dan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan menggunakan matriks Evaluasi Faktor Strategi Internal atau IFAS.
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